SALINAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
RINCIAN TUGAS UNIT ORGANISASI
DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 Peraturan
Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara,
perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi
Negara tentang Rincian Tugas Unit Organisasi di
Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;

1. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2024 tentang
Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 184);

2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1
Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT ORGANISASI DI
LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.

Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat
LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang
diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan
teknis dan  pembinaan, penyelenggaraan, dan
pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis
pengembangan kapasitas dan pembelajaran aparatur sipil
negara.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
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pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu
dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan
dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

Sekretariat Utama yang selanjutnya disebut Settama
adalah unsur pembantu pimpinan LAN yang mempunyai
tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan LAN.
Deputi Bidang Peningkatan  Kualitas Kebijakan
Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Deputi
PK2AN adalah unit organisasi yang mempunyai tugas
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
peningkatan kualitas kebijakan administrasi negara.
Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran Aparatur Sipil
Negara yang selanjutnya disebut Deputi Transjar ASN
adalah unit organisasi yang mempunyai tugas
menyelenggarakan  perumusan dan  pelaksanaan
kebijakan teknis di bidang transformasi pembelajaran
ASN.

Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Deputi
PPK ASN adalah unit organisasi yang mempunyai tugas
menyelenggarakan  perumusan dan = pelaksanaan
kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan
pengembangan kapasitas ASN.

Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan
Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara yang
selanjutnya disebut Deputi Penjaminan Mutu adalah unit
organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan
pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis
pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN melalui
penjaminan mutu.

Inspektorat adalah unit organisasi yang mempunyai tugas
melaksanakan pengawasan intern di lingkungan LAN.
Pusat Data dan Informasi yang selanjutnya disebut
Pusdatin adalah unit organisasi yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan data dan pengembangan
sistem informasi.

Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta
Aparatur Sipil Negara Nasional yang selanjutnya disebut
Pusjar SKTAN adalah unit organisasi yang mempunyai
tugas melaksanakan pembelajaran ASN dan analisis di
bidang strategi kebijakan talenta ASN nasional.
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Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen
Pemerintahan yang selanjutnya disebut Pusjar SKMP
adalah unit organisasi yang mempunyai tugas
melaksanakan pembelajaran ASN dan analisis di bidang
strategi kebijakan manajemen pemerintahan.

Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan
Publik yang selanjutnya disebut Pusjar SKPP adalah unit
organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan
pembelajaran ASN dan analisis di bidang strategi
kebijakan pelayanan publik.

Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen
Kinerja yang selanjutnya disebut Pusjar SKMK adalah unit
organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan
pembelajaran ASN dan analisis di bidang strategi
kebijakan manajemen kinerja.

Biro Perencanaan dan Keuangan yang selanjutnya disebut
Biro Renaku adalah unit organisasi yang mempunyai
tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana
kinerja, program, dan anggaran, serta pemberian
dukungan administrasi keuangan.

Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia yang
selanjutnya disebut Biro HOS adalah unit organisasi yang
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan
penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi
hukum, penataan organisasi dan tata laksana, serta
pengelolaan urusan sumber daya manusia.

Biro Umum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat yang
selanjutnya disebut Biro UKH adalah unit organisasi yang
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengelolaan
dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kerumahtanggaan, keprotokolan, kerja
sama, kearsipan, kepustakaan, hubungan masyarakat,
pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara, dan
layanan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Direktorat Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan
Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Direktorat
SPK2AN adalah unit organisasi yang mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
teknis bidang strategi peningkatan kualitas kebijakan
administrasi negara.

Direktorat Advokasi dan Pengembangan Kinerja Kebijakan
yang selanjutnya disebut Direktorat APK2 adalah unit
organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
advokasi dan pengembangan kinerja kebijakan.
Direktorat Penguatan Kapasitas Jabatan Fungsional
Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Direktorat
PKJF ASN adalah unit organisasi yang mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
teknis penguatan kapasitas jabatan fungsional bidang
pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN.
Direktorat Sistem Pembelajaran Terintegrasi yang
selanjutnya disebut Direktorat SPT adalah unit organisasi
yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
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pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem
pembelajaran terintegrasi.

Direktorat Teknologi dan Digitalisasi Pembelajaran yang
selanjutnya disebut Direktorat Tekdijar adalah unit
organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
pengembangan teknologi dan digitalisasi pembelajaran.
Direktorat Ekosistem Pembelajaran Aparatur Sipil Negara
yang selanjutnya disebut Direktorat Ekojar ASN adalah
unit organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
ekosistem pembelajaran ASN.

Direktorat Pembelajaran Manajerial Kepemimpinan yang
selanjutnya disebut Ditjar Mapim adalah unit organisasi
yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, serta penyelenggaraan
peningkatan  kapasitas di bidang pembelajaran
manajerial, kepemimpinan, dan sekolah kader.

Direktorat Pembelajaran Karakter dan Sosial Kultural
yang selanjutnya disebut Ditjar KSK adalah wunit
organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan
penyelenggaraan peningkatan kapasitas di bidang
pembelajaran karakter dan sosial kultural.

Direktorat Pembelajaran Teknis dan Fungsional yang
selanjutnya disebut Ditjar TF adalah unit organisasi yang
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, serta penyelenggaraan
peningkatan kapasitas pembelajaran teknis dan
fungsional.

Direktorat Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas
yang selanjutnya disebut Direktorat PMPK adalah unit
organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta
pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
penjaminan mutu pengembangan kapasitas.

Direktorat Penjaminan Mutu Pembelajaran yang
selanjutnya disebut Direktorat PMP adalah unit organisasi
yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, serta pengendalian atas
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penjaminan mutu
pembelajaran.

Unsur Pendukung adalah Pusdatin, Pusjar SKTAN, Pusjar
SKMP, Pusjar SKPP, dan Pusjar SKMK.

Unit Pelaksana Teknis adalah Politeknik STIA LAN dan
Balai Layanan Pemetaan Kompetensi.

Politeknik STIA LAN yang selanjutnya disebut Poltek STIA
LAN merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan LAN
yang berbentuk perguruan tinggi.

Balai Layanan Pemetaan Kompetensi yang selanjutnya
disebut Balai adalah unit pelaksana teknis di bidang
pemetaan kompetensi dan kapasitas sumber daya
manusia aparatur.
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Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT
adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi
pemerintah.

Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah
sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan
pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat
KJF adalah kumpulan dari JF.

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
Kelompok Jabatan Pelaksana yang selanjutnya disingkat
KJP adalah kumpulan dari Jabatan Pelaksana.

Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2

Materi dalam Peraturan Kepala Lembaga ini merupakan

penjabaran tugas unit organisasi sebagaimana diatur

dalam Peraturan LAN yang mengatur mengenai organisasi
dan tata kerja LAN.

Ruang lingkup materi dalam Peraturan Kepala Lembaga

ini memuat:

a. uraian tugas dan fungsi unit organisasi sebagaimana
diatur dalam Peraturan LAN yang mengatur
mengenai organisasi dan tata kerja LAN;

b. penjabaran tugas dan fungsi unit organisasi
sebagaimana diatur dalam Peraturan LAN yang
mengatur mengenai organisasi dan tata kerja LAN;
dan/atau

c. penugasan lain dari Kepala LAN yang masih menjadi
ruang lingkup kewenangan sesuai tugas dan fungsi
unit organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan
LAN yang mengatur mengenai organisasi dan tata
kerja LAN.

BAB II
SETTAMA

Bagian Kesatu
Rincian Tugas Settama

Pasal 3

Selain tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan LAN yang
mengatur mengenai organisasi dan tata kerja LAN, Sekretariat
Utama bertugas untuk mengoordinasikan secara administratif
kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat, Unsur
Pendukung, dan Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan ruang
lingkup kewenangannya.



Bagian Kedua
Biro Renaku

Paragraf 1
Rincian Tugas Biro Renaku

Pasal 4

Rincian tugas Biro Renaku:

a.

e
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melaksanakan koordinasi penyusunan dan penetapan
kebijakan teknis operasional di lingkungan Biro;
melaksanakan koordinasi penyusunan rencana Kkerja,
program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Biro;
melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan Biro;
melaksanakan pengendalian kegiatan di lingkungan Biro;
melaksanakan penyusunan rencana kinerja, program dan
anggaran, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan
kinerja;

mengadministrasikan pelaksanaan reformasi birokrasi
internal,

melaksanakan pemantauan dan evaluasi reformasi
birokrasi internal;

melaksanakan pengelolaan penerimaan negara bukan
pajak;

melaksanakan pengelolaan belanja pegawai dan
nonpegawai;

melaksanakan pemantauan rekening bendahara;
melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
perbendaharaan;

melaksanakan verifikasi pengajuan dan
pertanggungjawaban anggaran;

melaksanakan analisis data evaluasi pelaksanaan
anggaran;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
verifikasi;

melaksanakan verifikasi laporan keuangan;
melaksanakan pemantauan pelaporan realisasi anggaran,;
melaksanakan laporan keuangan LAN;

melaksanakan penyusunan laporan keuangan unit
akuntansi kuasa pengguna anggaran LAN;
melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan;
melaksanakan analisis data laporan realisasi anggaran;
melaksanakan pemantauan pelaksanaan pelaporan
keuangan;

melaksanakan pengelolaan utang, piutang, dan hibah;
menyusun kebijakan dan/atau rancangan kebijakan
dalam rangka pelaksanaan rincian tugas unit organisasi;
melaksanakan konsultasi, advokasi, asistensi, dan kerja
sama sesuai dengan bidang tugasnya; dan
melaksanakan pembinaan KJF dan KJP di lingkungan
Biro.



Paragraf 2
Rincian Tugas Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja,
dan Reformasi Birokrasi Internal

Pasal 5

Rincian tugas Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja, dan

Reformasi Birokrasi Internal:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Bagian dan
penyiapan usulan program Biro;

b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman
perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja, dan
reformasi birokrasi internal;

c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rancangan
Peraturan Kepala LAN yang mengatur mengenai
honorarium dan transpor pelaksanaan kegiatan;

d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rancangan
Peraturan Kepala LAN yang mengatur mengenai rincian
biaya pelatihan;

e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana
strategis LAN;

f.  melaksanakan penyiapan penelaahan atas rancangan
rencana strategis unit organisasi di lingkungan LAN;

g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan informasi
kinerja di lingkungan LAN;

h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan usulan
proposal target penerimaan negara bukan pajak untuk
tahun berikutnya;

i.  melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana
kerja dan anggaran LAN;
j-  melaksanakan penyiapan bahan reviu kerangka

pengeluaran jangka menengah;

k. melaksanakan penyiapan bahan penelaahan atas
rancangan rencana kerja dan anggaran unit organisasi
dan data dukungnya atas pagu indikatif, pagu anggaran,
dan pagu alokasi anggaran;

l. melaksanakan penyiapan bahan revisi atas target
penerimaan negara bukan pajak pada tahun berjalan;

m. melaksanakan penyiapan bahan penelaahan atas
rancangan perencanaan kinerja tahunan dan perjanjian
kinerja di lingkungan LAN;

n. melaksanakan  penyiapan  penyusunan dokumen
perjanjian kinerja di lingkungan LAN;

o. melaksanakan penyiapan bahan revisi rencana kerja dan
anggaran LAN;

p. melaksanakan penyiapan penelaahan atas usulan revisi
rencana kerja dan anggaran unit organisasi di lingkungan
LAN;

q- melaksanakan penyiapan bahan penyusunan revisi
peraturan pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan
tarif penerimaan negara bukan pajak di lingkungan LAN;

r. melaksanakan penyiapan bahan penelaahan Peraturan
Pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif
penerimaan negara bukan pajak di lingkungan LAN;
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melaksanakan penyiapan bahan harmonisasi Peraturan
Pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif
penerimaan negara bukan pajak di lingkungan LAN;
melaksanakan penyiapan bahan revisi keputusan menteri
yang menyelenggarakan urusan keuangan yang
menetapkan mengenai persetujuan penggunaan sebagian
dana penerimaan negara bukan pajak di lingkungan LAN;
melaksanakan penyiapan bahan penelaahan keputusan
menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan yang
menetapkan mengenai persetujuan penggunaan sebagian
dana penerimaan negara bukan pajak di lingkungan LAN;
melaksanakan penyiapan bahan rapat dengar pendapat
dengan Dewan Perwakilan Rakyat terkait perencanaan
kinerja dan anggaran LAN;

melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi identifikasi dan
pelaporan isu-isu strategis bidang administrasi negara;
melaksanakan penyiapan bahan pedoman pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana kinerja dan
anggaran di lingkungan LAN;

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kinerja
dan anggaran di lingkungan LAN;

melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan LAN;
melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan
sinkronisasi pemantauan dan evaluasi kinerja anggaran
di lingkungan LAN;

melaksanakan penyiapan bahan validasi atas pelaporan
pemantauan dan evaluasi kinerja dan anggaran di
lingkungan LAN;

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan
laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
prioritas nasional dan prioritas bidang di lingkungan LAN;
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
rekomendasi pengendalian atas pelaksanaan rencana
kinerja dan anggaran di lingkungan LAN;

melaksanakan penyiapan bahan reviu tahunan rencana
strategis LAN;

melaksanakan penyiapan bahan evaluasi paruh waktu
dan evaluasi akhir periode pelaksanaan rencana strategis
LAN;

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan laporan
kinerja tahunan LAN;

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan laporan
tahunan (annual report) LAN;

melaksanakan penyiapan bahan revisi perjanjian kinerja
di lingkungan LAN;

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan laporan
pengelolaan penerimaan negara bukan pajak LAN;
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dokumen
lampiran pidato kenegaraan Presiden dan nota keuangan
substansi LAN;

melaksanakan penyiapan bahan rapat dengar pendapat
bersama Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan
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pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kinerja
dan anggaran LAN;

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi,
dan integrasi pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan
kebijakan pemerintah yang bersifat lintas sektor;
melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi,
dan integrasi atas perencanaan, pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan reformasi birokrasi internal,
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan laporan
pelaksanaan reformasi birokrasi internal;

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi,
dan integrasi atas perencanaan, pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan reformasi birokrasi internal,
melaksanakan penyiapan bahan penelaahan hasil
evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi internal tahun
sebelumnya;

melaksanakan penyiapan bahan pedoman/instrumen
penyusunan peta jalan (road map) reformasi birokrasi
internal;

melaksanakan penyiapan bahan pedoman/instrumen
penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi internal,
melaksanakan penyiapan bahan penyelarasan rancangan
rencana aksi reformasi birokrasi internal dengan peta
jalan (road map) reformasi birokrasi internal,
melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan
rencana aksi reformasi birokrasi internal,

melaksanakan penyiapan bahan penilaian mandiri
pelaksanaan reformasi birokrasi;

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan reviu
capaian reformasi birokrasi internal semester/tahunan;
melaksanakan penyiapan koordinasi penjaminan mutu
pelayanan di lingkungan Settama;

melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan
evaluasi penjaminan mutu pelayanan di lingkungan
Settama;

melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi reformasi
birokrasi internal;

melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan dan
pemanfaatan data serta informasi di bidang reformasi
birokrasi internal;

melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi
di bidang perencanaan, evaluasi kinerja, dan reformasi
birokrasi internal;

melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan terlibat
dalam penilaian angka kredit bagi KJF di lingkungan Biro;
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama,
pengelolaan sistem dan layanan informasi di bidang
perencanaan, evaluasi kinerja, dan reformasi birokrasi
internal,

melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen
Bagian; dan

melaksanakan penyusunan laporan Bagian dan
penyiapan usulan laporan Biro.
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Bagian Ketiga
Rincian Tugas Biro HOS

Pasal 6

Rincian tugas Biro HOS:

a.

e

melaksanakan koordinasi penyusunan dan penetapan
kebijakan teknis operasional di lingkungan Biro;
melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja,
program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Biro;
melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan Biro;
melaksanakan pengendalian kegiatan di lingkungan
Biro;

melaksanakan penyusunan rancangan produk
hukum;

melaksanakan reviu rancangan dokumen kerja sama
yang telah disusun oleh unit organisasi yang memiliki
tugas dan fungsi di bidang kerja sama;

melaksanakan harmonisasi rancangan peraturan
LAN;

melaksanakan koordinasi uji publik rancangan
peraturan;

melaksanakan saran penyempurnaan produk hukum
dan dokumen kerja sama;

melaksanakan sosialisasi produk hukum;
melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
produk hukum;

melaksanakan pemberian layanan informasi produk
hukum;

melaksanakan pengadministrasian dan
pendokumentasian produk hukum;
melaksanakan pengundangan dan/atau

penyebarluasan produk hukum;

melaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan
informasi hukum;

melaksanakan pengumpulan data dan informasi
kasus hukum tata usaha negara, perdata, pidana,
pengujian masalah hukum, sengketa informasi, dan
hak asasi manusia;

melaksanakan penelaahan terhadap kasus dan
masalah hukum perdata, pidana, tata usaha negara,
dan pengujian materiil;

melaksanakan pengumpulan data dan informasi
kasus hukum:;

melaksanakan inventarisasi perkara dan
yurisprudensi;

melaksanakan pembinaan unit organisasi;
melaksanakan pengembangan unit organisasi;
melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data
organisasi;

melaksanakan penelaahan dan penilaian evaluasi
kelembagaan;

melaksanakan usulan kelembagaan;

melaksanakan penyusunan rancangan tugas, fungsi,
dan susunan organisasi;
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melaksanakan penyusunan rancangan rincian tugas
unit organisasi;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi
kelembagaan;

melaksanakan penyajian data dan informasi
organisasi;

melaksanakan pembinaan ketatalaksanaan dan
analisis jabatan;

melaksanakan penyusunan peta proses bisnis;
melaksanakan penelaahan sistem dan prosedur;
melaksanakan penyusunan standar pelayanan;
melaksanakan penataan ketatalaksanaan;
melaksanakan konsultasi, advokasi, dan asistensi di
bidang organisasi dan tata laksana;

melaksanakan pembinaan terhadap sistem kerja;
melaksanakan fasilitasi ketatalaksanaan;
melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
ketatalaksanaan;

mengelola monitoring pelayanan publik melalui
Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN);
melaksanakan koordinasi pelaksanaan evaluasi
pelayanan publik;

melaksanakan analisis jabatan, penghitungan beban
kerja, dan evaluasi jabatan;

melaksanakan usulan rekomendasi kebutuhan dan
penetapan formasi JF;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
ketatalaksanaan;

melaksanakan penyajian informasi jabatan;
melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan
Pegawai ASN;

melaksanakan koordinasi pengadaan Pegawai ASN;
melaksanakan distribusi formasi Pegawai ASN;
melaksanakan seleksi calon Pegawai ASN dan seleksi
JPT;

melaksanakan penyusunan usulan pengangkatan dan
penetapan pengangkatan calon Pegawai ASN dan JPT;
melaksanakan pengendalian formasi Pegawai ASN;
melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan
dan pengadaan Pegawai ASN;

melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi
perencanaan dan pengadaan Pegawai ASN;
melaksanakan pedoman pengembangan karier;
melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan
pengembangan kompetensi Pegawai ASN;
melaksanakan usulan dan penetapan pemberhentian
Pegawai ASN;

melaksanakan penyiapan bahan pensiun PNS;
melaksanakan konsultasi penyelesaian masalah
sumber daya manusia di bidang pemberhentian
Pegawai ASN dan pensiun PNS;

melaksanakan usulan penetapan kenaikan pangkat
pengabdian dan pemberhentian dengan hormat
dengan hak pensiun karena batas usia pensiun;
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melaksanakan usulan penetapan keputusan kenaikan
pangkat pengabdian bagi PNS yang meninggal dunia
dan pemberian pensiun janda/duda/anak;
melaksanakan penetapan dan usulan pemberhentian
dengan hormat atas permintaan sendiri dengan hak
pensiun atau tanpa hak pensiun bagi PNS yang
menjadi anggota partai politik, pejabat negara, Komisi
Pemilihan Umum, calon anggota Dewan Perwakilan
Daerah, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan pejabat
lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
melaksanakan penetapan pemberhentian sementara
karena diangkat menjadi pejabat negara, komisioner
atau kepala lembaga nonstruktural;

melaksanakan penetapan dan usulan pemberhentian
dengan hormat sebagai calon Pegawai ASN dan
Pegawai ASN karena tidak cakap jasmani atau rohani;
melaksanakan kenaikan pangkat anumerta dan
usulan penetapan kenaikan pangkat pengabdian bagi
PNS yang tewas dan pemberian pensiun
janda/duda/anak/orang tua;

melaksanakan penyusunan dokumen pemberhentian
dan pengangkatan dari dan dalam jabatan struktural
dan JF;

melaksanakan usulan penetapan kenaikan pangkat
pengabdian dan pemberhentian dengan hormat
dengan hak pensiun PNS yang cacat karena dinas;
melaksanakan penetapan pemberhentian PNS yang
meninggal dunia tanpa keluarga penerima pensiun;
melaksanakan penyusunan penetapan pemberhentian
PNS yang telah selesai menjalankan cuti di luar
tanggungan negara yang tidak lapor;

melaksanakan penyusunan penetapan pemberhentian
calon Pegawai ASN ©baik yang mengajukan
permohonan berhenti maupun yang tidak memenuhi
syarat;

melaksanakan evaluasi pelaksanaan pemberhentian
Pegawai ASN;

melaksanakan evaluasi pelaksanaan pemensiunan
PNS;

melaksanakan penyusunan berkas pasca pelantikan
dan pengambilan sumpah Pegawai ASN;
melaksanakan  pengumpulan dan = pencatatan
dokumen Pegawai ASN;

melaksanakan inventarisasi dan klasifikasi dokumen
Pegawai ASN;

melaksanakan penyimpanan, penataan, dan
pemeliharaan arsip dan/atau dokumen Pegawai ASN;
melaksanakan usulan pembuatan kartu pegawai,
kartu istri/suami, kartu asuransi kesehatan, dan
kartu tabungan pensiun;

melaksanakan pemberian layanan informasi Pegawai
ASN;

melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan
pengembangan sistem penilaian kinerja Pegawai ASN;
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melaksanakan pengolahan dan penyajian data dan
informasi kinerja Pegawai ASN;

melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan
pengembangan sistem informasi manajemen sumber
daya manusia;

melaksanakan evaluasi implementasi sistem informasi
manajemen sumber daya manusia;

melaksanakan penyusunan sasaran kerja pegawai
dan penilaian prestasi kerja Pegawai ASN;
melaksanakan evaluasi penilaian kinerja Pegawai
ASN;

melaksanakan pengumpulan, pengolahan, validasi,
dan pemutakhiran data Pegawai ASN;

melaksanakan pendukung di bidang sumber daya
manusia dalam pelaksanaan upacara pelantikan
pejabat struktural dan pejabat fungsional;
melaksanakan sosialisasi peraturan di bidang sumber
daya manusia;

melaksanakan rekomendasi dan pengumpulan data
calon penerima penghargaan Pegawai ASN;
melaksanakan penyusunan pedoman pemberian dan
penetapan penghargaan Pegawai ASN;

melaksanakan pendistribusian dan pemantauan
pelaksanaan pemberian penghargaan Pegawai ASN;
melaksanakan penyusunan rancangan dan reviu
peraturan di bidang sumber daya manusia;
melaksanakan penyusunan kelompok rencana
suksesi;

melaksanakan implementasi sistem pembelajaran
terintegrasi (corporate university) di lingkungan LAN;
melaksanakan penyusunan pedoman pengembangan
karier Pegawai ASN;

melaksanakan pengembangan pola karier Pegawai
ASN;

melaksanakan analisis kebutuhan Pengembangan
Kompetensi Pegawai ASN;

melaksanakan rencana pengembangan karier Pegawai
ASN;

melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengembangan
karier Pegawai ASN;

melaksanakan penyusunan orientasi calon Pegawai
ASN;

melaksanakan penyusunan rencana Pengembangan
Kompetensi Pegawai ASN;

melaksanakan penelaahan usul dan penyiapan calon
peserta Pengembangan Kompetensi dasar bagi calon
Pegawai ASN;

melaksanakan koordinasi seleksi calon peserta
Pengembangan Kompetensi manajerial, teknis, dan
sosial kultural;

melaksanakan koordinasi pengembangan kompetensi
Pegawai ASN;

melaksanakan penetapan kelulusan calon peserta
pengembangan kompetensi Pegawai ASN;



z777Z.
aaaaa.

bbbbb.

CCcCcCcC.

ddddd.

€eeee.

ffftf.

- 14 -

melaksanakan uji potensi dan uji kelayakan bagi calon
pejabat fungsional;

melaksanakan uji potensi dan uji kelayakan bagi
pejabat fungsional yang akan naik jenjang;
melaksanakan penetapan tugas belajar;
melaksanakan evaluasi pengembangan kompetensi
Pegawai ASN;

melaksanakan penelaahan usulan penjatuhan
hukuman disiplin Pegawai ASN;

melaksanakan penetapan dan usulan penjatuhan
hukuman disiplin Pegawai ASN, penetapan status
Pegawai ASN, pemberhentian dan pengangkatan
kembali, izin perkawinan dan perceraian, izin beristri
lebih dari 1 (satu), dan masalah sumber daya manusia
lainnya;

melaksanakan fasilitasi penyelesaian masalah sumber
daya manusia di bidang disiplin Pegawai ASN,
penetapan status Pegawai ASN, pemberhentian dan
pengangkatan kembali, izin perkawinan dan
perceraian, izin beristri lebih dari 1 (satu), dan
masalah sumber daya manusia lainnya;
melaksanakan administrasi untuk pertimbangan
hukum di bidang sumber daya manusia;
melaksanakan tanggapan atas upaya administratif
hukuman disiplin berupa keberatan atau banding
administratif atas penjatuhan hukuman disiplin
Pegawai ASN;

melaksanakan evaluasi implementasi kode etik dan
kode perilaku Pegawai ASN;

. melaksanakan tanggapan dan keberatan atas

pengaduan masyarakat dan lembaga di bidang sumber
daya manusia;

melaksanakan penetapan pemberian izin dan surat
penolakan izin menjadi pegawai atau bekerja untuk
negara lain dan/atau lembaga atau organisasi
internasional;

menyusun kebijakan dan/atau rancangan kebijakan
dalam rangka pelaksanaan rincian tugas unit
organisasi;

. melaksanakan konsultasi, advokasi, asistensi, dan

kerja sama sesuai dengan bidang tugasnya; dan
melaksanakan pembinaan KJF dan KJP di lingkungan
Biro.

Bagian Keempat
Biro UKH

Paragraf 1
Rincian Tugas Biro UKH

Pasal 7

Rincian tugas Biro UKH:
a. melaksanakan koordinasi penyusunan dan penetapan
kebijakan teknis operasional di lingkungan Biro;
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melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja
program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Biro;
melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan Biro;
melaksanakan pengendalian kegiatan di lingkungan Biro;
melaksanakan penyusunan pedoman kerja sama dalam
dan luar negeri;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta
penyusunan laporan pelaksanaan kerja sama dalam dan
luar negeri;

melaksanakan penyusunan rancangan dokumen kerja
sama;

melaksanakan pengelolaan pemberian layanan informasi
dokumen kerja sama,;

melakukan penyiapan bahan administrasi pengelolaan,
dan pemeliharaan urusan kerumahtanggaan, kampus
pengembangan kompetensi, sarana dan prasarana, serta
pengamanan,;

melakukan koordinasi dan pelayanan kegiatan antar
lintas unit organisasi terkait sarana dan prasarana;
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sarana
prasarana di seluruh unit organisasi LAN;

melaksanakan kegiatan pengawasan kearsipan internal,;
melaksanakan pengelolaan dan layanan arsip dan
persuratan;

melaksanakan layanan persuratan berbasis aplikasi
sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi
(Srikandi);

melaksanakan kegiatan penyusutan arsip (pemindahan,
penyerahan, dan pemusnahan);

melaksanakan penyusunan pedoman di bidang
kearsipan,;

melaksanakan pengelolaan arsip inaktif;

melaksanakan pemeliharaan dan perawatan arsip inaktif;
melaksanakan penyusunan pedoman bidang
perpustakaan;

melaksanakan pengembangan koleksi perpustakaan;
melaksanakan pengolahan bahan perpustakaan;
melaksanakan digitalisasi bahan perpustakaan;
melaksanakan pemberian layanan sirkulasi bahan

perpustakaan;
melaksanakan diseminasi bahan perpustakaan;
melaksanakan pemeliharaan, perawatan, dan

pengamanan koleksi perpustakaan;

melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengelolaan
perpustakaan di lingkungan LAN;

mengelola fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan
LAN Jakarta;

melaksanakan pelayanan medis dasar di lingkungan LAN
Jakarta;

menyusun permohonan perencanaan kebutuhan aset
tetap dan persediaan;

mencatat perolehan, penggunaan, dan penghapusan aset
tetap dan persediaan;

memantau penggunaan BMN dan membantu
penyusunan penetapan status penggunaan;
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menyusun Kartu Identitas Barang (KIB) dan Daftar
Barang Ruangan (DBR) serta memastikan kesesuaian
data administrasi dan fisik BMN;

melaksanakan inventarisasi fisik BMN setiap tahun;
melaksanakan pengelolaan inventarisasi BMN;

mengelola administrasi hibah barang dan
pemindahtanganan BMN;

menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa
pemerintah pada LAN;

mengoordinasikan program branding organisasi dan
kehumasan di lingkungan LAN;

melaksanakan fungsi dan layanan kehumasan dalam
rangka mewujudkan pelibatan pemangku kepentingan
(stakeholder engagement);

. melaksanakan pelayanan informasi publik;

mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan forum
komunikasi publik;

melaksanakan koordinasi peliputan dan
pendokumentasian kegiatan dan acara;

melaksanakan publikasi informasi baik melalui media
cetak, situs, dan media sosial;

melaksanakan pengelolaan laman dan media sosial LAN;
melaksanakan tugas sebagai pejabat pengelola informasi
dan dokumentasi LAN;

melaksanakan koordinasi layanan penanganan
pengaduan masyarakat;

membangun kolaborasi dengan media dan pemangku
kepentingan;

melaksanakan pengelolaan pengaduan internal;
menyusun kebijakan dan/atau rancangan kebijakan
dalam rangka pelaksanaan rincian tugas unit organisasi,
melaksanakan konsultasi, advokasi, asistensi, dan kerja
sama sesuai dengan bidang tugasnya,;

menyiapkan dan melaksanakan kerja sama di bidang
umum, kerja sama, arsip, persuratan, dokumentasi,
kepustakaan, dan hubungan masyarakat; dan
melaksanakan pembinaan KJF dan KJP di lingkungan
Biro.

Paragraf 2
Rincian Tugas Bagian Umum, Tata Usaha, dan
Layanan Pengadaan

Pasal 8
Rincian tugas Bagian Umum, Tata Usaha, dan Layanan
Pengadaan:
a. melaksanakan penyusunan program kerja Bagian dan

b.

penyiapan usulan program kerja Biro;

melaksanakan pengelolaan pengadaan barang/jasa
pemerintah meliputi pemilihan penyedia barang/jasa,
pengelolaan katalog elektronik, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dan perencanaan
dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa;
melaksanakan pengelolaan layanan pengadaan secara
elektronik;
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melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dan
kelembagaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta
pengukuran tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa (UKPBJ);

melaksanakan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan
teknis pengadaan barang/jasa pemerintah;
melaksanakan penyiapan administrasi perjalanan dinas
dalam dan luar negeri;

melaksanakan penyiapan pengelolaan kampus ASN
Corporate University di LAN Jakarta;

melaksanakan penyiapan pelayanan keamanan,
ketertiban, keindahan, dan kebersihan di lingkungan
kampus ASN Corporate University di LAN Jakarta;
melaksanakan penyiapan pengaturan penggunaan ruang
kantor, wisma, dan asrama di lingkungan kampus ASN
Corporate University di LAN Jakarta;

melaksanakan penyiapan pengelolaan sewa gedung dan
asrama di lingkungan kampus ASN Corporate University
di LAN Jakarta;

melaksanakan penyiapan koordinasi penyiapan rapat
pimpinan;

melaksanakan penyiapan koordinasi layanan penerimaan
tamu;

melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan acara
dan keprotokolan,;

melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan agenda
kedinasan pimpinan,;

melaksanakan penyiapan koordinasi upacara bendera
hari besar nasional dan upacara bukan upacara bendera;
melaksanakan penyiapan koordinasi penatausahaan
kegiatan pimpinan;

melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan terlibat
dalam penilaian angka kredit bagi KJF di lingkungan Biro;
melaksanakan penyiapan pelaksanaan kerja sama,
pengelolaan sistem dan layanan informasi di bidang
umum, tata usaha, dan layanan pengadaan barang/jasa
pemerintah;

melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen
Bagian; dan

melaksanakan penyusunan laporan Bagian dan
penyiapan usulan laporan Biro.

Paragraf 3
Rincian Tugas Subbagian Rumah Tangga

Pasal 9

Rincian tugas Subbagian Rumah Tangga:

a.

b.

C.

melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan
penyiapan bahan usulan program kerja Bagian;
melakukan penyiapan bahan urusan pelayanan
kerumahtanggaan;

melakukan penyiapan bahan wurusan keamanan,
ketertiban, keindahan, dan kebersihan;

melakukan penyiapan bahan pengelolaan sarana dan
prasarana kantor dan kendaraan dinas;
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melakukan penyiapan bahan sarana dan prasarana
poliklinik dan pengadaan peralatan kesehatan pegawai;
melakukan pengaturan penggunaan ruang kantor, ruang
sidang, peralatan kesehatan, dan kendaraan dinas;
melakukan penyiapan bahan kelengkapan sarana dan
prasarana upacara, rapat pimpinan LAN, dan acara
lainnya;

melakukan penyiapan bahan administrasi perjalanan
dinas dalam negeri;

melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana
pemeliharaan, perawatan, perbaikan gedung kantor,
taman, halaman, serta sarana dan prasarana kantor
lainnya;

melakukan penyiapan bahan pemeliharaan, perawatan,
perbaikan gedung kantor, taman, halaman, serta sarana
dan prasarana lainnya;

melakukan penyiapan bahan pengaturan penggunaan
telepon, listrik, dan peralatan mesin kantor lainnya;
melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan terlibat
dalam penilaian angka kredit bagi KJF di lingkungan Biro;
melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama,
pengelolaan sistem dan layanan informasi di bidang
rumah tangga;

melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen
Subbagian; dan

melakukan penyusunan laporan Subbagian dan
penyiapan bahan usulan laporan Bagian.

Paragraf 4
Rincian Tugas Subbagian BMN

Pasal 10

Rincian tugas Subbagian BMN:

a.

e

melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan
penyiapan bahan usulan program kerja Bagian;
melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman
teknis pengelolaan BMN di lingkungan LAN;

melakukan penyiapan bahan rencana kebutuhan BMN;
melakukan penyiapan bahan urusan penerimaan,
penyimpanan, dan pendistribusian BMN;

melakukan penyiapan bahan pemrosesan penetapan
status penggunaan BMN;

melakukan penyiapan bahan administrasi sewa BMN
kepada pihak ketiga;

melakukan penyiapan bahan administrasi pinjam pakai
BMN kepada pihak ketiga;

melakukan penyiapan bahan pengamanan dokumen
administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum
atas BMN;

melakukan penyiapan bahan urusan inventarisasi BMN;
melakukan penyiapan bahan urusan penjualan BMN;
melakukan penyiapan bahan urusan hibah BMN;
melakukan penyiapan bahan urusan alih status BMN;
melakukan penyiapan bahan usulan penghapusan BMN;
melakukan penyiapan bahan usulan pemusnahan BMN;
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melakukan penyiapan bahan penilaian kondisi dan
penaksiran nilai BMN;

melakukan penyiapan bahan penyusunan pembukuan
BMN;

melakukan penyiapan bahan penyusunan pembukuan
barang persediaan;

melakukan penyiapan bahan distribusi BMN;

melakukan penyiapan bahan  distribusi barang
persediaan;

melakukan penyiapan bahan pencatatan fisik barang
persediaan;

melakukan penyiapan bahan penyusunan daftar barang
ruangan,;

melakukan penyiapan bahan penyusunan kartu identitas
barang;

melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan BMN
melalui sistem informasi manajemen akuntansi BMN
barang persediaan;

melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan BMN
melalui sistem informasi manajemen akuntansi BMN di
tingkat unit organisasi;

melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan BMN
melalui sistem informasi manajemen akuntansi BMN di
tingkat pengguna barang;

melakukan penyiapan bahan rekonsiliasi laporan BMN di
tingkat unit organisasi;

melakukan penyiapan bahan rekonsiliasi laporan BMN di
tingkat pengguna barang;

melakukan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan
BMN;

melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi
pengelolaan BMN;

melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan
pengawasan dan pengendalian BMN;

melakukan penyiapan bahan pengelolaan BMN berupa
rumah negara golongan I;

melakukan penyiapan bahan pembinaan dan terlibat
dalam penilaian angka kredit bagi KJF di lingkungan Biro;
melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama,
pengelolaan sistem dan layanan informasi di bidang BMN;
melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen
Subbagian; dan

melakukan penyusunan laporan Subbagian dan
penyiapan bahan usulan laporan Bagian.

Paragraf 5
Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha Kepala

Pasal 11

Rincian tugas Subbagian Tata Usaha Kepala:

a.

b.

melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan
penyiapan bahan usulan program kerja Bagian;
melakukan penyiapan bahan pengelolaan kearsipan dan
persuratan Kepala LAN;
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melakukan penyiapan bahan pemberian penomoran pada
naskah dinas Kepala LAN;

melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan
penyusunan agenda kegiatan Kepala LAN;

melakukan pengadministrasian dan penyiapan bahan
rapat Kepala LAN;

melakukan penyusunan, pendistribusian dan
pendokumentasian risalah rapat Kepala LAN;

melakukan penyiapan pelaksanaan protokoler kegiatan
Kepala LAN;

melakukan penyiapan urusan upacara bendera bagi dan
upacara bukan upacara bendera Kepala LAN;

melakukan penyiapan pengaturan layanan penerimaan
tamu Kepala LAN;

melakukan pendokumentasian sambutan dan ceramah
Kepala LAN;

melakukan kegiatan koordinasi keprotokolan dengan
instansi pemerintah dan/atau instansi nonpemerintah
terkait kegiatan Kepala LAN;

melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan terlibat
dalam penilaian angka kredit bagi KJF di lingkungan Biro;
melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama,
pengelolaan sistem dan layanan informasi di bidang tata
usaha Kepala LAN;

melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen
Subbagian; dan

melakukan penyusunan laporan Subbagian dan
penyiapan bahan usulan laporan Bagian.

Paragraf 6
Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha Settama

Pasal 12

Rincian tugas Subbagian Tata Usaha Settama:

a.

b.

melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan
penyiapan bahan usulan program kerja Bagian,;
melakukan koordinasi penyiapan bahan pelaksanaan
analisis atas usulan rencana kinerja dan anggaran unit
organisasi di lingkungan Settama;

melakukan koordinasi penyiapan bahan pelaksanaan
penyusunan dokumen perencanaan kinerja dan anggaran
di lingkungan Settama;

melakukan koordinasi penyiapan bahan pelaksanaan
penelaahan atas usulan revisi rencana kinerja dan
anggaran Settama;

melakukan koordinasi penyiapan bahan pelaksanaan
penyusunan bahan rapat dengar pendapat dengan Dewan
Perwakilan Rakyat di bidang kesekretariatan LAN;
melakukan koordinasi penyiapan bahan pelaksanaan
pemantauan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan
Settama;

melakukan koordinasi penyusunan bahan pelaksanaan
laporan keuangan Settama;
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melakukan koordinasi penyiapan bahan pelaksanaan
analisis data laporan realisasi anggaran di lingkungan
Settama;

melakukan koordinasi penyiapan bahan pelaksanaan
pemantauan pelaksanaan pelaporan keuangan di
lingkungan Settama;

melakukan penyiapan bahan pengelolaan kearsipan dan
persuratan Settama;

melakukan penyiapan bahan pemberian penomoran pada
naskah dinas Sekretaris Utama;

melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan
penyusunan agenda kegiatan Sekretaris Utama,;
melakukan pengadministrasian dan penyiapan bahan
rapat Sekretaris Utama;

melakukan penyusunan, pendistribusian dan
pendokumentasian risalah rapat Sekretaris Utama,;
melakukan penyiapan pelaksanaan protokoler kegiatan
Sekretaris Utama;

melakukan penyiapan urusan upacara bendera hari besar
nasional dan upacara bukan upacara bendera bagi
Sekretaris Utama;

melakukan penyiapan pengaturan layanan penerimaan
tamu Sekretaris Utama;

melakukan pendokumentasian sambutan dan ceramah
Sekretaris Utama;

melakukan kegiatan koordinasi keprotokolan dengan
instansi pemerintah dan/atau instansi nonpemerintah
terkait kegiatan Sekretaris Utama;

melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan terlibat
dalam penilaian angka kredit bagi KJF di lingkungan Biro;
melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama,
pengelolaan sistem, dan layanan informasi di bidang tata
usaha Settama;

melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen
Subbagian; dan

melakukan penyusunan laporan Subbagian dan
penyiapan bahan usulan laporan Bagian.

Paragraf 7
Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha Deputi PK2AN

Pasal 13

Rincian tugas Subbagian Tata Usaha Deputi PK2AN:

a.

b.

melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan
penyiapan bahan usulan program kerja Bagian;
melakukan koordinasi penyiapan bahan pelaksanaan
analisis atas usulan rencana kinerja dan anggaran unit
organisasi di lingkungan Deputi PK2AN;

melakukan koordinasi penyiapan bahan pelaksanaan
penyusunan dokumen perencanaan kinerja dan anggaran
di lingkungan Deputi PK2AN;

melakukan koordinasi penyiapan bahan pelaksanaan
penelaahan atas usulan revisi rencana kinerja dan
anggaran Deputi PK2AN;
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melakukan koordinasi penyiapan bahan pelaksanaan
penyusunan bahan rapat dengar pendapat dengan Dewan
Perwakilan Rakyat di bidang peningkatan kualitas
kebijakan administrasi negara;

melakukan koordinasi penyiapan bahan pelaksanaan
pemantauan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan
Deputi PK2AN;

melakukan koordinasi penyusunan bahan pelaksanaan
laporan keuangan Deputi PK2AN;

melakukan koordinasi penyiapan bahan pelaksanaan
analisis data laporan realisasi anggaran di lingkungan
Deputi PK2AN;

melakukan koordinasi penyiapan bahan pelaksanaan
pemantauan pelaksanaan pelaporan keuangan di
lingkungan Deputi PK2AN;

melakukan penyiapan bahan pengelolaan kearsipan dan
persuratan Deputi PK2AN;

melakukan penyiapan bahan pemberian penomoran pada
naskah dinas Deputi PK2AN;

melakukan penyiapan bahan pencatatan dan
penyimpanan arsip Deputi PK2AN;

melakukan penyiapan bahan pengelolaan arsip dan
persuratan Deputi PK2AN;

melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan
penyusunan agenda kegiatan Deputi PK2AN;

melakukan pengadministrasian dan penyiapan bahan
rapat Deputi PK2AN;

melakukan penyusunan, pendistribusian dan
pendokumentasian risalah rapat Deputi PK2AN;
melakukan penyiapan pelaksanaan protokoler kegiatan
Deputi PK2AN;

melakukan penyiapan urusan upacara bendera hari besar
nasional dan upacara bukan upacara bendera bagi Deputi
PK2AN;

melakukan penyiapan pengaturan layanan penerimaan
tamu Deputi PK2AN;

melakukan pendokumentasian sambutan dan ceramah
Deputi PK2AN;

melakukan kegiatan koordinasi keprotokolan dengan
instansi pemerintah dan/atau instansi nonpemerintah
terkait kegiatan Deputi PK2AN;

melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan terlibat
dalam penilaian angka kredit bagi KJF di lingkungan Biro;
melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama,
pengelolaan sistem, dan layanan informasi di bidang tata
usaha Deputi PK2AN;

melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen
Subbagian; dan

melakukan penyusunan laporan Subbagian dan
penyiapan bahan usulan laporan Bagian.
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Paragraf 8

Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha Deputi Transjar ASN

Pasal 14

Rincian tugas Subbagian Tata Usaha Deputi Transjar ASN:

a.

b.

melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan
penyiapan bahan usulan program kerja Bagian,;
melakukan koordinasi penyiapan bahan pelaksanaan
analisis atas usulan rencana kinerja dan anggaran unit
organisasi di lingkungan Deputi Transjar ASN;
melakukan koordinasi penyiapan bahan pelaksanaan
penyusunan dokumen perencanaan kinerja dan anggaran
di lingkungan Deputi Transjar ASN;

melakukan koordinasi penyiapan bahan pelaksanaan
penelaahan atas usulan revisi rencana kinerja dan
anggaran Deputi Transjar ASN;

melakukan koordinasi penyiapan bahan pelaksanaan
penyusunan bahan rapat dengar pendapat dengan Dewan
Perwakilan Rakyat di bidang transformasi pembelajaran
ASN;

melakukan koordinasi penyiapan bahan pelaksanaan
pemantauan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan
Deputi Transjar ASN;

melakukan koordinasi penyusunan bahan pelaksanaan
laporan keuangan Deputi Transjar ASN;

melakukan koordinasi penyiapan bahan pelaksanaan
analisis data laporan realisasi anggaran di lingkungan
Deputi Transjar ASN;

melakukan koordinasi penyiapan bahan pelaksanaan
pemantauan pelaksanaan pelaporan keuangan di
lingkungan Deputi Transjar ASN;

melakukan penyiapan bahan pengelolaan kearsipan dan
persuratan Deputi Transjar ASN;

melakukan penyiapan bahan pemberian penomoran pada
naskah dinas Deputi Transjar ASN;

melakukan penyiapan bahan pencatatan dan
penyimpanan arsip Deputi Transjar ASN;

melakukan penyiapan bahan pengelolaan arsip dan
persuratan Deputi Transjar ASN;

melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan
penyusunan agenda kegiatan Deputi Transjar ASN;
melakukan pengadministrasian dan penyiapan bahan
rapat Deputi Transjar ASN;

melakukan penyusunan, pendistribusian dan
pendokumentasian risalah rapat Deputi Transjar ASN;
melakukan penyiapan pelaksanaan protokoler kegiatan
Deputi Transjar ASN;

melakukan penyiapan urusan upacara bendera hari besar
nasional dan upacara bukan upacara bendera bagi Deputi
Transjar ASN;

melakukan penyiapan pengaturan layanan penerimaan
tamu Deputi Transjar ASN;

melakukan pendokumentasian sambutan dan ceramah
Deputi Transjar ASN;



-24 -

melakukan kegiatan koordinasi keprotokolan dengan
instansi pemerintah dan/atau instansi nonpemerintah
terkait kegiatan Deputi Transjar ASN;

melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan terlibat
dalam penilaian angka kredit bagi KJF di lingkungan Biro;
melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama,
pengelolaan sistem dan layanan informasi di bidang tata
usaha Deputi Transjar ASN;

melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen
Subbagian; dan

melakukan penyusunan laporan Subbagian dan
penyiapan bahan usulan laporan Bagian.

Paragraf 9
Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha Deputi PPK ASN

Pasal 15

Rincian tugas Subbagian Tata Usaha Deputi PPK ASN:

a.

b.

melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan
penyiapan bahan usulan program kerja Bagian,;
melakukan koordinasi penyiapan bahan pelaksanaan
analisis atas usulan rencana kinerja dan anggaran unit
organisasi di lingkungan Deputi PPK ASN;

melakukan koordinasi penyiapan bahan pelaksanaan
penyusunan dokumen perencanaan kinerja dan anggaran
di lingkungan Deputi PPK ASN;

melakukan koordinasi penyiapan bahan pelaksanaan
penelaahan atas usulan revisi rencana kinerja dan
anggaran Deputi PPK ASN;

melakukan koordinasi penyiapan bahan pelaksanaan
penyusunan bahan rapat dengar pendapat dengan Dewan
Perwakilan Rakyat di bidang penyelenggaraan kapasitas
ASN;

melakukan koordinasi penyiapan bahan pelaksanaan
pemantauan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan
Deputi PPK ASN;

melakukan koordinasi penyusunan bahan pelaksanaan
laporan keuangan Deputi PPK ASN;

melakukan koordinasi penyiapan bahan pelaksanaan
analisis data laporan realisasi anggaran di lingkungan
Deputi PPK ASN;

melakukan koordinasi penyiapan bahan pelaksanaan
pemantauan pelaksanaan pelaporan keuangan di
lingkungan Deputi PPK ASN;

melakukan penyiapan bahan pengelolaan kearsipan dan
persuratan Deputi PPK ASN;

melakukan penyiapan bahan pemberian penomoran pada
naskah dinas Deputi PPK ASN;

melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan
penyusunan agenda kegiatan Deputi PPK ASN;
melakukan pengadministrasian dan penyiapan bahan
rapat Deputi PPK ASN;

melakukan penyusunan, pendistribusian dan
pendokumentasian risalah rapat Deputi PPK ASN;
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o. melakukan penyiapan pelaksanaan protokoler kegiatan
Deputi PPK ASN;

p. melakukan penyiapan urusan upacara bendera hari besar
nasional dan upacara bukan upacara bendera bagi Deputi
PPK ASN;

q. melakukan penyiapan pengaturan layanan penerimaan
tamu Deputi PPK ASN;

r. melakukan pendokumentasian sambutan dan ceramah
Deputi PPK ASN;

s. melakukan kegiatan koordinasi keprotokolan dengan
instansi pemerintah dan/atau instansi nonpemerintah
terkait kegiatan Deputi PPK ASN;

t. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan terlibat
dalam penilaian angka kredit bagi KJF di lingkungan Biro;

u. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama,
pengelolaan sistem dan layanan informasi di bidang tata
usaha Deputi PPK ASN;

v. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen
Subbagian; dan

w. melakukan penyusunan laporan Subbagian dan
penyiapan bahan usulan laporan Bagian.

Paragraf 10
Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha Deputi Penjaminan
Mutu

Pasal 16

Rincian tugas Subbagian Tata Usaha Deputi Penjaminan

Mutu:

a. melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan
penyiapan bahan usulan program kerja Bagian;

b. melakukan koordinasi penyiapan bahan pelaksanaan
analisis atas usulan rencana kinerja dan anggaran unit
organisasi di lingkungan Deputi Penjaminan Mutu;

c. melakukan koordinasi penyiapan bahan pelaksanaan
penyusunan dokumen perencanaan kinerja dan anggaran
di lingkungan Deputi Penjaminan Mutu;

d. melakukan koordinasi penyiapan bahan pelaksanaan
penelaahan atas usulan revisi rencana kinerja dan
anggaran Deputi Penjaminan Mutu;

e. melakukan koordinasi penyiapan bahan pelaksanaan
penyusunan bahan rapat dengar pendapat dengan Dewan
Perwakilan Rakyat di bidang penjaminan mutu
pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN;

f.  melakukan koordinasi penyiapan bahan pelaksanaan
pemantauan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan
Deputi Penjaminan Mutu;

g. melakukan koordinasi penyusunan bahan pelaksanaan
laporan keuangan Deputi Penjaminan Mutu;

h. melakukan koordinasi penyiapan bahan pelaksanaan
analisis data laporan realisasi anggaran di lingkungan
Deputi Penjaminan Mutu;

i. melakukan koordinasi penyiapan bahan pelaksanaan
pemantauan pelaksanaan pelaporan keuangan di
lingkungan Deputi Penjaminan Mutu;
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j-  melakukan penyiapan bahan pengelolaan kearsipan dan
persuratan Deputi Penjaminan Mutu;

k. melakukan penyiapan bahan pemberian penomoran pada
naskah dinas Deputi Penjaminan Mutu;

1.  melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan
penyusunan agenda kegiatan Deputi Penjaminan Mutu;

m. melakukan pengadministrasian dan penyiapan bahan
rapat Deputi Penjaminan Mutu;

n. melakukan penyusunan, pendistribusian dan
pendokumentasian risalah rapat Deputi Penjaminan
Mutu;

o. melakukan penyiapan pelaksanaan protokoler kegiatan
Deputi Penjaminan Mutu;

p. melakukan penyiapan urusan upacara bendera hari besar
nasional dan upacara bukan upacara bendera bagi Deputi
Penjaminan Mutuy;

q- melakukan penyiapan pengaturan layanan penerimaan
tamu Deputi Penjaminan Mutu;

r. melakukan pendokumentasian sambutan dan ceramah
Deputi Penjaminan Mutu;

s. melakukan kegiatan koordinasi keprotokolan dengan
instansi pemerintah dan/atau instansi nonpemerintah
terkait kegiatan Deputi Penjaminan Mutu;

t. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan terlibat
dalam penilaian angka kredit bagi KJF di lingkungan Biro;

u. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama,
pengelolaan sistem dan layanan informasi di bidang tata
usaha Deputi Penjaminan Mutu;

v. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen
Subbagian; dan

w. melakukan penyusunan laporan Subbagian dan
penyiapan bahan usulan laporan Bagian.

BAB III
DEPUTI PK2AN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17
Selain tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan LAN yang
mengatur mengenai organisasi dan tata kerja LAN, Deputi
PK2AN bertugas untuk mengoordinasikan secara substantif
kegiatan yang dilaksanakan oleh Unsur Pendukung dan
Politeknik STIA LAN sesuai dengan ruang lingkup
kewenangannya.
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Bagian Kedua
Direktorat SPK2AN

Pasal 18

Rincian tugas Direktorat SPK2AN:

a.

melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja,
program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan
Direktorat;

melaksanakan koordinasi penyusunan dan penetapan
kebijakan teknis operasional di lingkungan Direktorat;
melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan
Direktorat;

melaksanakan pengendalian kegiatan di lingkungan
Direktorat;

melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan di
bidang  strategi peningkatan kualitas kebijakan
administrasi negara;

melaksanakan kebijakan pembinaan di bidang strategi
peningkatan kualitas kebijakan administrasi negara;
melaksanakan penyiapan rekomendasi kebijakan di
bidang strategi peningkatan kualitas kebijakan
administrasi negara;

melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi
negara;

melaksanakan penyiapan rekomendasi kebijakan di
bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN;
mengembangkan model transformasi strategi peningkatan
kualitas kebijakan administrasi negara;

melaksanakan publikasi hasil analisis kebijakan strategi
peningkatan kualitas kebijakan administrasi negara;
melaksanakan pengukuran indeks kualitas kebijakan
prioritas atau tematik;

melaksanakan pengukuran indeks kualitas kebijakan di
kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

melaksanakan penyusunan rekomendasi kebijakan dalam
rangka tindak lanjut hasil pengukuran kualitas
kebijakan;

melaksanakan analisis sistem akuntabilitas kinerja sektor
publik;

melaksanakan survei di bidang strategi peningkatan
kualitas kebijakan administrasi negara;

menyusun kebijakan dan/atau rancangan kebijakan
dalam rangka pelaksanaan rincian tugas unit organisasi;
melaksanakan konsultasi, advokasi, asistensi, dan kerja
sama sesuai dengan bidang tugasnya;

melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen
Direktorat; dan

melaksanakan pembinaan KJF dan KJP di lingkungan
Direktorat.
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Bagian Ketiga
Direktorat APK2

Pasal 19

Rincian tugas Direktorat APK2:

a.

melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja,
program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan
Direktorat;

melaksanakan koordinasi penyusunan dan penetapan
kebijakan teknis operasional di lingkungan Direktorat;
melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan
Direktorat;

melaksanakan pengendalian kegiatan di lingkungan
Direktorat;

melaksanakan kebijakan teknis di bidang advokasi dan
pengembangan kinerja kebijakan;

melaksanakan promosi di bidang advokasi dan
pengembangan kinerja kebijakan,;

melakukan advokasi kebijakan publik ke Instansi
Pemerintah;

melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
pengembangan analisis kebijakan di bidang advokasi dan
pengembangan kinerja kebijakan;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi analisis
kebijakan advokasi dan pengembangan kinerja kebijakan;
melaksanakan pengelolaan, pemanfaatan data, dan
informasi analisis kebijakan advokasi dan pengembangan
kinerja kebijakan;

melaksanakan laboratorium dalam rangka transformasi
kebijakan;

melaksanakan pengembangan ekosistem pengetahuan
inovasi;

melaksanakan survei di bidang advokasi dan
pengembangan kinerja kebijakan,;

melakukan survei terkait dengan kebutuhan organisasi;
menyusun kebijakan dan/atau rancangan kebijakan
dalam rangka pelaksanaan rincian tugas unit organisasi,
melaksanakan konsultasi, advokasi, asistensi, dan kerja
sama sesuai dengan bidang tugasnya;

melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen
Direktorat; dan

melaksanakan pembinaan KJF dan KJP di lingkungan
Direktorat.

Bagian Keempat
Direktorat PKJF ASN

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

Rincian tugas Direktorat PKJF ASN:

a.

melaksanakan koordinasi penyusunan rencana Kkerja,
program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan
Direktorat;



-209 -

melaksanakan koordinasi penyusunan dan penetapan
kebijakan teknis operasional di lingkungan Direktorat;
melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan
Direktorat;

melaksanakan pengendalian kegiatan di lingkungan
Direktorat;

melaksanakan kebijakan teknis di bidang penguatan
kapasitas JF bidang pengembangan kapasitas dan
pembelajaran ASN;

melaksanakan pemberian rekomendasi/perhitungan
formasi JF bidang pengembangan kapasitas dan
pembelajaran ASN;

melaksanakan penyelenggaraan seleksi calon pejabat
fungsional bidang pengembangan kapasitas dan
pembelajaran ASN;

melaksanakan uji kompetensi kenaikan jenjang JF bidang
pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN;
melaksanakan penyusunan standar kompetensi JF
bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN;
mengembangkan strategi, kurikulum, dan bahan/konten
pembelajaran JF bidang pengembangan kapasitas dan
pembelajaran ASN;

melaksanakan penyusunan pedoman pembinaan profesi
bagi nonpegawai ASN yang relevan dengan JF bidang
pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN;
melaksanakan penyelenggaraan sertifikasi profesi JF
bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN;
melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan data serta
informasi di bidang penguatan kapasitas JF bidang
pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN;
melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan teknis JF bidang pengembangan kapasitas dan
pembelajaran ASN;

melaksanakan pelayanan administrasi pembinaan,
asistensi, dan kerja sama di bidang penguatan kapasitas
JF bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran
ASN;

menyusun kebijakan dan/atau rancangan kebijakan
dalam rangka pelaksanaan rincian tugas unit organisasi;
melaksanakan konsultasi, advokasi, asistensi, dan kerja
sama sesuai dengan bidang tugasnya;

melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen
Direktorat; dan

melaksanakan pembinaan KJF dan KJP di lingkungan
Direktorat.

Paragraf 2
Subdirektorat Formasi dan Seleksi

Pasal 21

Rincian tugas Subdirektorat Formasi dan Seleksi:

melaksanakan penyiapan penyusunan koordinasi dan
rencana kinerja, program, kegiatan, dan anggaran
Subdirektorat;
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melaksanakan penyiapan pelaksanaan  koordinasi
kegiatan di lingkungan Subdirektorat;

melaksanakan penyiapan pengendalian pelaksanaan
kegiatan di lingkungan Subdirektorat;

melaksanakan penyiapan kebijakan terkait penyusunan,
pemantauan, dan evaluasi penguatan kapasitas JF bidang
pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN;
melaksanakan penyiapan dan koordinasi pelaksanaan
program kerja;

melaksanakan penyiapan kebijakan terkait penyusunan,
pemantauan, dan evaluasi penguatan kapasitas JF bidang
pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN;
melaksanakan penyiapan pedoman pembinaan dan
pengembangan JF bidang pengembangan kapasitas dan
pembelajaran ASN;

melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan terkait
sertifikasi analis kebijakan, widyaiswara, dan analis
pengembangan kompetensi ASN;

melaksanakan penyiapan penyusunan
rekomendasi/perhitungan formasi dan seleksi JF bidang
pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN;
melaksanakan penyiapan pelaksanaan seleksi JF bidang
pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN;
melaksanakan penyiapan penerbitan surat rekomendasi
pengangkatan JF bidang pengembangan kapasitas dan
pembelajaran ASN;

melaksanakan penyiapan konsultasi, advokasi, asistensi,
dan kerja sama di bidang formasi dan seleksi;
melaksanakan penyiapan pengelolaan sistem dan layanan
informasi di bidang formasi dan seleksi;

melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen
Subdirektorat; dan

melaksanakan penyusunan laporan Subdirektorat dan
penyiapan usulan laporan Direktorat.

Paragraf 3
Subdirektorat Sertifikasi Kompetensi

Pasal 22

Rincian tugas Subdirektorat Sertifikasi Kompetensi:

a.

melaksanakan penyiapan penyusunan koordinasi dan
rencana kinerja, program, kegiatan, dan anggaran
Subdirektorat;

melaksanakan penyiapan pelaksanaan koordinasi
kegiatan di lingkungan Subdirektorat;

melaksanakan penyiapan pengendalian pelaksanaan
kegiatan di lingkungan Subdirektorat;

melaksanakan penyiapan dan koordinasi pelaksanaan
program kerja;

melaksanakan penyiapan sertifikasi kompetensi JF
bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN;
melaksanakan penyiapan pemantauan dan evaluasi
kinerja JF bidang pengembangan kapasitas dan
pembelajaran ASN;
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g. melaksanakan penyiapan pelaksanaan konsultasi di
bidang pemantauan dan evaluasi JF bidang
pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN;

h. melaksanakan penyiapan konsultasi, advokasi, asistensi,
dan kerja sama di bidang sertifikasi kompetensi;

i. melaksanakan penyiapan pengelolaan sistem dan
layanan informasi di bidang sertifikasi kompetensi;

j- melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen
Subdirektorat; dan

k. melaksanakan penyusunan laporan Subdirektorat dan

penyiapan usulan laporan Direktorat.

BAB IV
DEPUTI TRANSJAR ASN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23
Selain tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan LAN yang
mengatur mengenai organisasi dan tata kerja LAN, Deputi
Transjar ASN bertugas untuk mengoordinasikan secara
substantif kegiatan yang dilaksanakan oleh Unsur Pendukung
dan Politeknik STIA LAN sesuai dengan ruang lingkup
kewenangannya.

Bagian Kedua
Direktorat SPT

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

Rincian tugas Direktorat SPT:

a. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana Kkerja,
program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan
Direktorat;

b. melaksanakan koordinasi penyusunan dan penetapan
kebijakan teknis operasional di lingkungan Direktorat;

c. melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan
Direktorat;

d. melaksanakan pengendalian kegiatan di lingkungan
Direktorat;

e. menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan sistem
pembelajaran terintegrasi (corporate university) tingkat
nasional dan instansi;

f.  menetapkan dan mengoordinasikan pembentukan pusat
unggulan (centre of excellence) secara nasional;

g. mengoordinasikan penyelenggaraan manajemen
pengetahuan dalam pembelajaran terintegrasi secara
nasional;

h. melaksanakan penyiapan data dan sistem informasi
pembelajaran terintegrasi pada instansi pemerintah;

i.  melaksanakan penyiapan program peningkatan kapasitas
pembelajaran terintegrasi;
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melaksanakan penyiapan data dan informasi
pengembangan sistem pembelajaran terintegrasi nasional;
melaksanakan penyusunan pedoman maturitas sistem
pembelajaran terintegrasi (corporate university);
melaksanakan penilaian maturitas sistem pembelajaran
terintegrasi (corporate university);

melaksanakan pembinaan sistem pembelajaran
terintegrasi (corporate university) melalui konsultasi,
advokasi, asistensi, dan kerja sama;

mengoordinasikan pembinaan pelaksanaan sistem
pembelajaran terintegrasi (corporate university) di
kementerian, lembaga, dan/atau pemerintah daerah;
melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan rekognisi pembelajaran dalam = sistem
pembelajaran terintegrasi (corporate university) untuk
pemenuhan standar kompetensi jabatan dan manajemen
talenta;

melaksanakan penyiapan pembagian domain kompetensi
teknis, manajerial, sosial kultural, dan tematik;
melaksanakan koordinasi bahan penyusunan
perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi
(Human Capital Development Program/HCDP) nasional di
instansi pemerintah;

melaksanakan penyiapan, penyusunan, dan pelaksanaan
kebijakan penyetaraan pembelajaran metode belajar
formal (formal learning), berbasis lingkungan sosial (social
learning), dan berbasis pengalaman (experiential learning)
dengan pelatihan struktural kepemimpinan;
melaksanakan penyusunan pedoman coaching dan
mentoring;

melaksanakan penyusunan standar kompetensi coaching
dan mentoring;

menyusun kebijakan dan/atau rancangan kebijakan
dalam rangka pelaksanaan rincian tugas unit organisasi,
melaksanakan konsultasi, advokasi, asistensi, dan kerja
sama sesuai dengan bidang tugasnya,;

melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen
Direktorat; dan

melaksanakan pembinaan KJF dan KJP di lingkungan
Direktorat.

Paragraf 2

Subdirektorat Perencanaan Kebutuhan Pengembangan

Kompetensi dan Pembinaan Pusat Unggulan

Pasal 25

Rincian tugas Subdirektorat Perencanaan Kebutuhan
Pengembangan Kompetensi dan Pembinaan Pusat Unggulan:

a.

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan koordinasi
dan rencana kinerja, program, kegiatan, dan anggaran
Subdirektorat;

melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi
kegiatan di lingkungan Subdirektorat;

melaksanakan penyiapan bahan pengendalian
pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subdirektorat;
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melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis di
bidang pusat unggulan (centre of excellence);
melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis di

bidang manajemen pengetahuan (knowledge
management);
melaksanakan penyiapan bahan perumusan,

pemantauan, dan evaluasi perencanaan kebutuhan
pengembangan kompetensi nasional;

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan pusat unggulan (centre of
excellence);

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi di
instansi pemerintah;

melaksanakan konsultasi, advokasi, asistensi, dan kerja
sama di bidang perencanaan kebutuhan pengembangan
pusat unggulan kompetensi dan pembinaan pusat
unggulan (centre of excellence);

melaksanakan penyiapan pengelolaan sistem dan layanan
informasi di bidang  perencanaan  kebutuhan
pengembangan kompetensi dan pembinaan pusat
unggulan (centre of excellence);

melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen
Subdirektorat; dan

melaksanakan penyusunan laporan Subdirektorat dan
penyiapan usulan laporan Direktorat.

Bagian Ketiga
Direktorat Tekdijar

Pasal 26

Rincian tugas Direktorat Tekdijar:

a.

melaksanakan koordinasi penyusunan rencana Kkerja,
program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan
Direktorat;

melaksanakan koordinasi penyusunan dan penetapan
kebijakan teknis operasional di lingkungan Direktorat;
melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan
Direktorat;

melaksanakan pengendalian kegiatan di lingkungan
Direktorat;

mengoordinasikan pelaksanaan pembelajaran berbasis
digital secara nasional;

melaksanakan penyiapan data dan informasi
pelaksanaan kebijakan di bidang digitalisasi
pembelajaran pada instansi pemerintah;

melaksanakan penyiapan data dan informasi
pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan digitalisasi
pembelajaran pada instansi pemerintah;

menyusun  strategi dan model pengembangan
pembelajaran berbasis digital,

melaksanakan asesmen kebutuhan pengembangan
teknologi pembelajaran berbasis digital,

menyusun konten pembelajaran berbasis digital,;
mengembangkan pembelajaran digital;
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mengembangkan program dan konten pembelajaran
berbasis data;

mengoordinasikan pembuatan konten pembelajaran di
lingkungan LAN;

melaksanakan standardisasi bahan tayang pembelajaran;
melaksanakan interoperabilitas data dengan platform
digital manajemen ASN;

menyusun tata kelola pedoman learning management
system (LMS) di lingkungan LAN;

mengkoordinasikan pengelolaan learning management
system (LMS) di lingkungan LAN;

melaksanakan integrasi data dan sistem pengembangan
kompetensi ke dalam sistem pembelajaran ASN yang
terintegrasi dengan platform digital manajemen ASN;
melaksanakan analisis dan pemantauan kebutuhan
pengembangan teknologi pembelajaran berbasis digital,;
melaksanakan pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis
di bidang pengembangan teknologi dan digitalisasi
pembelajaran;

menyusun standar kompetensi literasi digital ASN;
menyusun strategi pelibatan dalam rangka membangun
motivasi dan komitmen dalam bidang pembelajaran
digital;

melaksanakan penyiapan pengelolaan sistem dan layanan
informasi di bidang teknologi dan digitalisasi
pembelajaran;

menyusun kebijakan dan/atau rancangan kebijakan
dalam rangka pelaksanaan rincian tugas unit organisasi,
melaksanakan konsultasi, advokasi, asistensi, dan kerja
sama sesuai dengan bidang tugasnya;

melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen
Direktorat; dan

melaksanakan pembinaan KJF dan KJP di lingkungan
Direktorat.

Bagian Keempat
Direktorat Ekojar ASN

Pasal 27

Rincian tugas Direktorat Ekojar ASN:

a.

melaksanakan koordinasi penyusunan rencana Kkerja,
program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan
Direktorat;

melaksanakan koordinasi penyusunan dan penetapan
kebijakan teknis operasional di lingkungan Direktorat;
melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan
Direktorat;

melaksanakan pengendalian kegiatan di lingkungan
Direktorat;

melakukan asesmen kelayakan mitra penyedia sumber
daya dan teknologi pembelajaran;

mengoordinasikan program pembelajaran yang dihasilkan
melalui kemitraan,;

mengelola teknologi/sistem informasi yang memfasilitasi
kerja sama dengan mitra sumber daya pembelajaran;
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h. melaksanakan identifikasi dan mempromosikan kerja
sama dengan mitra potensial;

i.  mengelola kerja sama dengan mitra potensial,;

j-  melakukan evaluasi pemanfaatan pelaksanaan kerja
sama dengan mitra potensial;

k. melaksanakan penyusunan pedoman tata kelola
ekosistem;

l.  mengoordinasikan  pembelajaran  kolaboratif dari
komunitas pembelajaran lintas instansi;

m. menyelenggarakan program eksekutif nasional;

n. menyelenggarakan pelatihan reformer academy;

o. menyelenggarakan pelatihan pendukung reformasi
birokrasi yang dilakukan secara kolaboratif;

p. membangun jejaring kerja dengan mitra penyedia sumber
daya pembelajaran lingkup internasional dan nasional;

q. mengelola kerja sama dengan forum townhall
pembelajaran dan komunitas pembelajaran yang lain;

r. melaksanakan penyiapan pengelolaan sistem dan layanan
informasi di bidang ekosistem pembelajaran,;

s. menyusun kebijakan dan/atau rancangan kebijakan
dalam rangka pelaksanaan rincian tugas unit organisasi;

t. melaksanakan konsultasi, advokasi, asistensi, dan kerja
sama sesuai dengan bidang tugasnya;

u. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen
Direktorat; dan

v. melaksanakan pembinaan KJF dan KJP di lingkungan
Direktorat.

BAB V
DEPUTI PPK ASN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28
Selain tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan LAN yang
mengatur mengenai organisasi dan tata kerja LAN, Deputi PPK
ASN bertugas untuk mengoordinasikan secara substantif
kegiatan yang dilaksanakan oleh Unsur Pendukung dan
Politeknik STIA LAN sesuai dengan ruang lingkup
kewenangannya.

Bagian Kedua
Ditjar Mapim

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

Rincian tugas Ditjar Mapim:

a. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana Kkerja,
program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan
Direktorat;

b. melaksanakan koordinasi penyusunan dan penetapan
kebijakan teknis operasional di lingkungan Direktorat;
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melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan
Direktorat;

melaksanakan pengendalian kegiatan di lingkungan
Direktorat;

mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pelatihan
struktural kepemimpinan dan sekolah kader;
mengembangkan strategi, kurikulum, metode, dan bahan
pembelajaran pelatihan struktural kepemimpinan dan
sekolah kader;

menyelenggarakan pelatihan struktural kepemimpinan
dan sekolah kader;

menyelenggarakan pelatihan bagi fasilitator (training of
facilitator) pelatihan struktural kepemimpinan dan
sekolah kader;

mengadministrasikan, mengonsolidasikan, dan
memberdayakan alumni pelatihan struktural
kepemimpinan dan sekolah kader;

melaksanakan evaluasi tenaga pelatihan, evaluasi
penyelenggaraan pelatihan, dan evaluasi peserta;
melaksanakan sebagian wurusan teknis pemanfaatan
kampus ASN Corporate University;

melaksanakan penyiapan, penyusunan, dan pelaksanaan
kebijakan penyetaraan pelatihan struktural
kepemimpinan;

melaksanakan koordinasi pengelolaan kode registrasi
alumni pelatihan struktural kepemimpinan dan sekolah
kader;

melaksanakan seleksi calon peserta pelatihan struktural
kepemimpinan dan sekolah kader;

melaksanakan evaluasi pasca pelatihan bagi pelatihan
struktural kepemimpinan dan sekolah kader yang
diselenggarakan oleh LAN;

memberikan rekomendasi pemberian izin
penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan bagi
lembaga  penyelenggara  pelatihan yang  belum
terakreditasi/habis masa akreditasinya berdasarkan atas
persetujuan/disposisi Kepala LAN;

melaksanakan penjaminan mutu penyelenggaraan
pelatihan struktural kepemimpinan bagi Lembaga
Penyelenggara Pelatihan yang belum terakreditasi/habis
masa akreditasinya berdasarkan atas
persetujuan/disposisi Kepala LAN;

menyusun kebijakan dan/atau rancangan kebijakan
dalam rangka pelaksanaan rincian tugas unit organisasi;
melaksanakan konsultasi, advokasi, asistensi, dan kerja
sama sesuai dengan bidang tugasnya;

melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen
Direktorat; dan

melaksanakan pembinaan KJF dan KJP di lingkungan
Direktorat.
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Paragraf 2
Subdirektorat Kepesertaan dan Akademik

Pasal 30

Rincian tugas Subdirektorat Kepesertaan dan Akademik:

a.

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan koordinasi
dan rencana kinerja, program, kegiatan, dan anggaran
Subdirektorat;

melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi
kegiatan di lingkungan Subdirektorat;

melaksanakan penyiapan bahan pengendalian
pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subdirektorat;
melaksanakan penyiapan panduan penyelenggaraan
peningkatan kapasitas pada pelatihan struktural
kepemimpinan dan sekolah kader;

melaksanakan penyiapan bahan rencana kepesertaan
penyelenggaraan peningkatan kapasitas pada pelatihan
struktural kepemimpinan dan sekolah kader;
melaksanakan penyiapan bahan seleksi calon peserta
peningkatan kapasitas pada pelatihan struktural
kepemimpinan dan sekolah kader;

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, dan
pelaksanaan kebijakan penyetaraan pelatihan
kepemimpinan;

melaksanakan penyiapan koordinasi penempatan peserta
peningkatan  kapasitas  pembelajaran = manajerial,
kepemimpinan, dan sekolah kader;

melaksanakan penyiapan evaluasi tenaga pelatihan,
evaluasi penyelenggaraan pelatihan, dan evaluasi peserta
peningkatan  kapasitas  pembelajaran = manajerial,
kepemimpinan, dan sekolah kader;

melaksanakan penyiapan pembinaan alumni
pembelajaran manajerial, kepemimpinan, dan sekolah
kader;

melaksanakan penyiapan data dan informasi pembinaan
alumni di bidang pembelajaran manajerial,
kepemimpinan, dan sekolah kader;

melaksanakan penyiapan penyusunan rencana
penyelenggaraan peningkatan kapasitas di bidang
pembelajaran manajerial, kepemimpinan, dan sekolah
kader;

melaksanakan penyiapan rencana penggunaan bahan
ajar penyelenggaraan peningkatan kapasitas di bidang
pembelajaran manajerial, kepemimpinan, dan sekolah
kader;

melaksanakan penyiapan koordinasi penjadwalan tenaga
pengajar penyelenggaraan peningkatan kapasitas di
bidang pembelajaran manajerial, kepemimpinan, dan
sekolah kader;

melaksanakan penyiapan evaluasi penyelenggaraan
peningkatan  kapasitas di bidang pembelajaran
manajerial, kepemimpinan, dan sekolah kader;
melaksanakan penyiapan data dan informasi evaluasi
penyelenggaraan peningkatan kapasitas di bidang
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pembelajaran manajerial, kepemimpinan, dan sekolah
kader;

melaksanakan konsultasi, advokasi, asistensi, dan kerja
sama di bidang kepesertaan dan akademik;
melaksanakan penyiapan pengelolaan sistem dan layanan
informasi di bidang kepesertaan dan akademik;
melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen
Subdirektorat; dan

melaksanakan penyusunan laporan Subdirektorat dan
penyiapan usulan laporan Direktorat.

Bagian Ketiga
Ditjar KSK

Paragraf 1
Umum

Pasal 31

Rincian tugas Ditjar KSK:

a.

melaksanakan koordinasi penyusunan rencana Kkerja,
program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan
Direktorat;

melaksanakan koordinasi penyusunan dan penetapan
kebijakan teknis operasional di lingkungan Direktorat;
melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan
Direktorat;

melaksanakan pengendalian kegiatan di lingkungan
Direktorat;

melaksanakan penyelenggaraan pelatihan dasar calon
PNS (CPNS), orientasi PPPK, pelatihan sosial kultural, dan
pelatihan akademi talenta ASN;

melaksanakan penyiapan pembinaan atas pelaksanaan
kebijakan teknis di bidang pelatihan dasar CPNS,
orientasi PPPK, pelatihan sosial kultural, dan pelatihan
akademi talenta ASN;

mengoordinasikan pelaksanaan pelatihan dasar CPNS,
orientasi PPPK, pelatihan sosial kultural, dan pelatihan
akademi talenta ASN;

mengembangkan strategi, kurikulum, metode, dan bahan
pembelajaran pelatihan dasar CPNS, orientasi PPPK,
pelatihan sosial kultural, dan pelatihan akademi talenta
ASN;

mengadministrasikan dan mengonsolidasikan alumni
pelatihan dasar CPNS, orientasi PPPK, pelatihan sosial
kultural, dan pelatihan akademi talenta ASN;
melaksanakan evaluasi tenaga pelatihan, evaluasi
penyelenggaraan pelatihan, dan evaluasi peserta dalam
pelatihan dasar CPNS, orientasi PPPK, pelatihan sosial
kultural, dan pelatihan akademi talenta ASN;
mengadministrasikan, mengonsolidasikan dan
memberdayakan alumni pelatihan dasar CPNS, orientasi
PPPK, pelatihan sosial kultural, dan pelatihan akademi
talenta ASN;

menyelenggarakan pelatihan bagi fasilitator (training of
facilitator) pelatihan dasar CPNS, orientasi PPPK,
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pelatihan sosial kultural, dan pelatihan akademi talenta
ASN;

m. melaksanakan koordinasi pengelolaan kode registrasi
alumni pelatihan dasar CPNS, pelatihan sosial kultural,
dan pelatihan akademi talenta ASN;

n. memberikan rekomendasi pemberian izin
penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS dan pelatihan
sosial kultural bagi lembaga penyelenggara pelatihan yang
belum terakreditasi/habis masa akreditasinya
berdasarkan atas persetujuan/disposisi Kepala LAN;

o. melaksanakan penjaminan mutu penyelenggaraan
pelatihan dasar CPNS dan pelatihan sosial kultural bagi
lembaga  penyelenggara  pelatihan yang  belum
terakreditasi/habis masa akreditasinya berdasarkan atas
persetujuan/disposisi Kepala LAN;

p. menyusun kebijakan dan/atau rancangan kebijakan
dalam rangka pelaksanaan rincian tugas unit organisasi;

q. melaksanakan konsultasi, advokasi, asistensi, dan kerja
sama sesuai dengan bidang tugasnya;

r. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen
Direktorat; dan

s. melaksanakan pembinaan KJF dan KJP di lingkungan
Direktorat.

Paragraf 2
Subdirektorat Kepesertaan dan Akademik

Pasal 32

Rincian tugas Subdirektorat Kepesertaan dan Akademik:

a. melaksanakan penyiapan penyusunan koordinasi dan
rencana kinerja, program, kegiatan, dan anggaran
Subdirektorat;

b. melaksanakan penyiapan pelaksanaan koordinasi
kegiatan di lingkungan Subdirektorat;

c. melaksanakan penyiapan pengendalian pelaksanaan
kegiatan di lingkungan Subdirektorat;

d. melaksanakan penyiapan panduan penyelenggaraan
peningkatan kapasitas di bidang pelatihan dasar CPNS,
orientasi PPPK, pelatihan sosial kultural, dan pelatihan
akademi talenta ASN;

e. melaksanakan penyiapan rencana kepesertaan
penyelenggaraan peningkatan kapasitas di bidang
pelatihan dasar CPNS, orientasi PPPK, pelatihan sosial
kultural, dan pelatihan akademi talenta ASN;

f. melaksanakan penyiapan seleksi calon peserta
peningkatan kapasitas di bidang pelatihan dasar CPNS,
pelatihan sosial kultural, dan pelatihan akademi talenta
ASN;

g. melaksanakan penyiapan koordinasi penempatan peserta
peningkatan kapasitas di bidang pelatihan dasar CPNS,
orientasi PPPK, pelatihan sosial kultural, dan pelatihan
akademi talenta ASN;

h. melaksanakan penyiapan evaluasi tenaga pelatihan,
evaluasi penyelenggaraan pelatihan, dan evaluasi peserta
peningkatan kapasitas di bidang pelatihan dasar CPNS,
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orientasi PPPK, pelatihan sosial kultural, dan pelatihan
akademi talenta ASN;

melaksanakan penyiapan pembinaan alumni di bidang
pelatihan dasar CPNS, pelatihan sosial kultural, dan
pelatihan akademi talenta ASN;

melaksanakan penyiapan data dan informasi pembinaan
alumni di bidang pelatihan dasar CPNS, pelatihan sosial
kultural, dan pelatihan akademi talenta ASN;
melaksanakan penyiapan penyusunan rencana
penyelenggaraan peningkatan kapasitas di bidang
pelatihan dasar CPNS, orientasi PPPK, pelatihan sosial
kultural, dan pelatihan akademi talenta ASN;
melaksanakan penyiapan rencana penggunaan bahan
ajar penyelenggaraan peningkatan kapasitas di bidang
pelatihan dasar CPNS, orientasi PPPK, pelatihan sosial
kultural, dan pelatihan akademi talenta ASN;
melaksanakan penyiapan koordinasi penjadwalan tenaga
pengajar penyelenggaraan peningkatan kapasitas di
bidang pelatihan dasar CPNS, orientasi PPPK, pelatihan
sosial kultural, dan pelatihan akademi talenta ASN;
melaksanakan penyiapan evaluasi penyelenggaraan
peningkatan kapasitas di bidang pelatihan dasar CPNS,
orientasi PPPK, pelatihan sosial kultural, dan pelatihan
akademi talenta ASN;

melaksanakan penyiapan data dan informasi evaluasi
penyelenggaraan peningkatan kapasitas di bidang
pelatihan dasar CPNS, orientasi PPPK, pelatihan sosial
kultural, dan pelatihan akademi talenta ASN;
melaksanakan konsultasi, advokasi, asistensi, dan kerja
sama di bidang kepesertaan dan akademik;
melaksanakan penyiapan pengelolaan sistem dan layanan
informasi di bidang kepesertaan dan akademik;
melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen
Subdirektorat; dan

melaksanakan penyusunan laporan Subdirektorat dan
penyiapan usulan laporan Direktorat.

Bagian Keempat
Ditjar TF

Pasal 33

Rincian tugas Ditjar TF:

a.

melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja,
program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan
Direktorat;

melaksanakan koordinasi penyusunan dan penetapan
kebijakan teknis operasional di lingkungan Direktorat;
melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan
Direktorat;

melaksanakan pengendalian kegiatan di lingkungan
Direktorat;

melaksanakan penyelenggaraan pelatihan teknis dan
fungsional serta magang ASN;
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f.  melaksanakan penyiapan pembinaan atas pelaksanaan
kebijakan pelatihan teknis dan fungsional serta magang
ASN;

g. mengoordinasikan pelaksanaan pelatihan teknis dan
fungsional serta magang ASN;

h. mengembangkan strategi, kurikulum, metode, dan bahan
pembelajaran pelatihan teknis dan fungsional serta
magang ASN;

i.  menyelenggarakan pelatihan bagi fasilitator (training of
facilitator) pelatihan teknis dan fungsional dalam rangka
mendukung pelaksanaan tugas LAN;

j- menyelenggarakan pelatihan pengelolaan pelatihan
(management of training) dan pelatihan penyelenggara
pelatihan (training officer course);

k. melaksanakan pelatihan bahasa bagi Pegawai ASN dan
pegawai nonASN;

l.  mengadministrasikan, mengonsolidasikan dan
memberdayakan alumni pelatihan teknis dan fungsional
serta magang ASN yang diselenggarakan oleh LAN;

m. melaksanakan evaluasi tenaga pelatihan, evaluasi
penyelenggaraan pelatihan, evaluasi peserta dalam
pelatihan teknis dan fungsional serta magang ASN yang
diselenggarakan oleh LAN;

n. melaksanakan koordinasi pengelolaan kode registrasi
alumni  pelatihan teknis dan fungsional yang
diselenggarakan oleh LAN;

o. menyusun kebijakan dan/atau rancangan kebijakan
dalam rangka pelaksanaan rincian tugas unit organisasi,

p. melaksanakan konsultasi, advokasi, asistensi, dan kerja
sama sesuai dengan bidang tugasnya;

q- melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen
Direktorat; dan

r. melaksanakan pembinaan KJF dan KJP di lingkungan
Direktorat.

BAB VI
DEPUTI PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34
Selain tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan LAN yang
mengatur mengenai organisasi dan tata kerja LAN, Deputi
Penjaminan Mutu bertugas untuk mengoordinasikan secara
substantif kegiatan yang dilaksanakan oleh Unsur Pendukung
dan Politeknik STIA LAN sesuai dengan ruang lingkup
kewenangannya.
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Bagian Kedua
Direktorat PMPK

Paragraf 1
Umum

Pasal 35

Rincian tugas Direktorat PMPK:

a.

melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja,
program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan
Direktorat;

melaksanakan koordinasi penyusunan dan penetapan
kebijakan teknis operasional di lingkungan Direktorat;
melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan
Direktorat;

melaksanakan pengendalian kegiatan di lingkungan
Direktorat;

melaksanakan penilaian dan evaluasi kemanfaatan hasil
pelatihan antara lain dalam bentuk evaluasi program
pelatihan secara nasional, penilaian dan pengukuran
learning growth (return on training investment/ROTI,
perubahan  perilaku, dampak, learning solution,
commitment leadership, dan management);

melaksanakan evaluasi dampak pembelajaran;
menetapkan kebijakan dan/atau menyusun rancangan
kebijakan tata kelola sarana dan prasarana pelatihan;
melaksanakan modernisasi data pengembangan
kompetensi ASN;

melaksanakan pengelolaan data terkait sumber daya,
proses dan hasil pembelajaran;

menyusun rancangan perbaikan kurikulum dan strategi
pembelajaran;

menyusun rekomendasi perbaikan pembelajaran secara
nasional;

melaksanakan akreditasi pelaksanaan sistem
pembelajaran terintegrasi (corporate university) di instansi
pemerintah;

melaksanakan pengembangan kapasitas human capital
development officer,

melaksanakan evaluasi tingkat implementasi dari learning
engagement,

monitoring perbaikan mutu pengembangan kapasitas;
menyusun kebijakan dan/atau rancangan kebijakan
dalam rangka pelaksanaan rincian tugas unit organisasi;
melaksanakan konsultasi, advokasi, asistensi, dan kerja
sama sesuai dengan bidang tugasnya;

melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen
Direktorat; dan

melaksanakan pembinaan KJF dan KJP di lingkungan
Direktorat.
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Paragraf 2
Subdirektorat Akreditasi

Pasal 36

Rincian tugas Subdirektorat Akreditasi:

a.

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan koordinasi
dan rencana kinerja, program, kegiatan, dan anggaran
Subdirektorat;

melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi
kegiatan di lingkungan Subdirektorat;

melaksanakan penyiapan bahan pengendalian
pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subdirektorat;
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan
akreditasi tata kelola fasilitas dan kapasitas infrastruktur
pembelajaran ASN serta akreditasi pelaksanaan sistem
pembelajaran terintegrasi (corporate university);
melaksanakan penyiapan bahan pemantauan kebijakan
akreditasi tata kelola fasilitas dan kapasitas infrastruktur
pembelajaran ASN serta akreditasi pelaksanaan sistem
pembelajaran terintegrasi (corporate university);
melaksanakan penyiapan bahan evaluasi kebijakan
akreditasi tata kelola fasilitas dan kapasitas infrastruktur
pembelajaran ASN serta akreditasi pelaksanaan sistem
pembelajaran terintegrasi (corporate university);
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan akreditasi
tata kelola fasilitas dan kapasitas infrastruktur
pembelajaran ASN serta akreditasi pelaksanaan sistem
pembelajaran terintegrasi (corporate university);
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman
akreditasi tata kelola fasilitas dan kapasitas infrastruktur
pembelajaran ASN serta akreditasi pelaksanaan sistem
pembelajaran terintegrasi (corporate university);
melaksanakan penyiapan bahan  penyelenggaraan
akreditasi tata kelola fasilitas dan kapasitas infrastruktur
pembelajaran ASN serta akreditasi pelaksanaan sistem
pembelajaran terintegrasi (corporate university);
melaksanakan konsultasi, advokasi, asistensi, dan kerja
sama di bidang akreditasi;

melaksanakan penyiapan pengelolaan sistem dan layanan
informasi di bidang akreditasi;

melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen
Subdirektorat; dan

melaksanakan penyusunan laporan Subdirektorat dan
penyiapan usulan laporan Direktorat.
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Bagian Ketiga
Direktorat PMP

Paragraf 1
Umum

Pasal 37

Rincian tugas Direktorat PMP:

a.

5ol

melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja,
program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan
Direktorat;

melaksanakan koordinasi penyusunan dan penetapan
kebijakan teknis operasional di lingkungan Direktorat;
melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan
Direktorat;

melaksanakan pengendalian kegiatan di lingkungan
Direktorat;

melaksanakan analisa hasil pembelajaran ASN;
melaksanakan asesmen hasil pembelajaran ASN;
melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan pemerintah
dan lembaga pelatihan nonpemerintah;

melaksanakan  akreditasi lembaga  pengakreditasi
program;

melaksanakan akreditasi program pelatihan struktural
kepemimpinan, pelatihan dasar CPNS, sekolah kader, dan
pelatihan lain yang menjadi kewenangan LAN;
mengoordinasikan  pelaksanaan penjaminan mutu
pembelajaran;

mengelola data terkait tata kelola pelatihan dalam sistem
informasi bidang pengembangan kapasitas dan
pembelajaran ASN;

melaksanakan penyusunan kebijakan sertifikasi pegawai
pengembangan sumber daya manusia (human capital
development  officer/HCDO) terkait pengembangan
kompetensi bagi Pegawai ASN;

melaksanakan sertifikasi pegawai pengembangan sumber
daya manusia (HCDO) bagi Pegawai ASN;

menyusun kebijakan dan/atau rancangan kebijakan
dalam rangka pelaksanaan rincian tugas unit organisasi,
melaksanakan konsultasi, advokasi, asistensi, dan kerja
sama sesuai dengan bidang tugasnya;

melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen
Direktorat; dan

melaksanakan pembinaan KJF dan KJP di lingkungan
Direktorat.

Paragraf 2
Subdirektorat Akreditasi

Pasal 38

Rincian tugas Subdirektorat Akreditasi:

a.

melaksanakan penyiapan penyusunan koordinasi dan
rencana kinerja, program, kegiatan, dan anggaran
Subdirektorat;
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melaksanakan penyiapan pelaksanaan  koordinasi
kegiatan di lingkungan Subdirektorat;

melaksanakan penyiapan pengendalian pelaksanaan
kegiatan di lingkungan Subdirektorat;

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan
akreditasi program = pembelajaran dan lembaga
penyelenggara pengembangan kompetensi;
melaksanakan penyiapan bahan pemantauan kebijakan
akreditasi program = pembelajaran dan lembaga
penyelenggara pengembangan kompetensi;
melaksanakan penyiapan bahan evaluasi kebijakan
akreditasi program = pembelajaran dan lembaga
penyelenggara pengembangan kompetensi;
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan akreditasi
program pembelajaran dan lembaga penyelenggara
pengembangan kompetensi;

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman
akreditasi program = pembelajaran dan lembaga
penyelenggara pengembangan kompetensi;
melaksanakan penyiapan bahan  penyelenggaraan
akreditasi program  pembelajaran dan lembaga
penyelenggara pengembangan kompetensi;
melaksanakan konsultasi, advokasi, asistensi, dan kerja
sama di bidang akreditasi;

melaksanakan penyiapan pengelolaan sistem dan layanan
informasi di bidang akreditasi;

melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen
Subdirektorat; dan

melaksanakan penyusunan laporan Subdirektorat dan
penyiapan usulan laporan Direktorat.

BAB VII
INSPEKTORAT

Pasal 39

Rincian tugas Inspektorat:

a.

melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja
program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan
Inspektorat;

melaksanakan koordinasi penyusunan dan penetapan
kebijakan teknis operasional di lingkungan Inspektorat;
melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan
Inspektorat;

melaksanakan pengendalian kegiatan di lingkungan
Inspektorat;

melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan
tahunan pengawasan intern;

melaksanakan audit kinerja;

melaksanakan audit dengan tujuan tertentu atas
penugasan Kepala LAN dan/atau audit investigasi;
melaksanakan audit lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan;

melaksanakan reviu atas dokumen perencanaan dan
pelaporan;
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melaksanakan reviu lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan;

melaksanakan evaluasi atas implementasi sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada unit
organisasi di lingkungan LAN;

melaksanakan evaluasi lainnya sesuai peraturan
perundang-undangan;

melaksanakan pemantauan program pencegahan korupsi
melaksanakan  pemantauan tindak lanjut  hasil
pemeriksaan Badan  Pemeriksa  Keuangan dan
pengawasan Inspektorat;

melaksanakan reviu dan pemantauan penerapan
manajemen risiko di lingkungan LAN;

melaksanakan pemantauan lainnya sesuai peraturan
perundang-undangan;

melaksanakan penyusunan kebijakan teknis bidang
pengawasan intern;

melakukan penjaminan kualitas atas pengendalian
internal LAN;

melaksanakan pendampingan pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan;

melakukan upaya peningkatan kapabilitas internal
Inspektorat;

melaksanakan ekspose terkait kegiatan pengawasan
Inspektorat;

menerbitkan rekomendasi tentang rekam jejak pegawai
atas permintaan instansi;

melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan,
pemantauan, serta pelaporan kinerja dan penganggaran
pada Inspektorat;

melaksanakan pengelolaan anggaran dan keuangan pada
Inspektorat;

menyusun kebijakan dan/atau rancangan kebijakan
dalam rangka pelaksanaan rincian tugas unit organisasi,
melaksanakan konsultasi, advokasi, asistensi, dan kerja
sama di bidang pengawasan;

melaksanakan  penyusunan laporan  pelaksanaan
pengawasan,;

melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen
pengawasan; dan

melaksanakan pembinaan KJF dan KJP di lingkungan
Inspektorat.
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BAB VIII
PUSAT

Bagian Kesatu
Pusdatin

Pasal 40

Rincian tugas Pusdatin:

a.

e

melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja,
program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Pusat;
melaksanakan koordinasi penyusunan dan penetapan
kebijakan teknis operasional di lingkungan Pusat;
melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan Pusat;
melaksanakan pengendalian kegiatan di lingkungan
Pusat;

menyusun kebijakan dalam bidang pengelolaan data dan
informasi, sistem informasi, infrastruktur teknologi
informasi dan komunikasi, serta keamanan informasi;
menyusun rencana, program, kegiatan, dan anggaran
dalam bidang pengelolaan data dan informasi, sistem
informasi, infrastruktur teknologi informasi dan
komunikasi, serta keamanan informasi;

melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan
data dan informasi, sistem informasi, infrastruktur
teknologi informasi dan komunikasi, serta keamanan
informasi;

merancang dan mengevaluasi pengalaman pengguna (user
experience) terkait layanan sistem informasi;
melaksanakan pengumpulan, pengelolaan data dan
informasi internal dan strategi nasional selaku walidata;
melaksanakan pengelolaan sistem informasi,
infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta
keamanan informasi;

memberikan layanan internal dalam bidang pengelolaan
data dan informasi, sistem informasi, infrastruktur
teknologi informasi dan komunikasi, serta keamanan
informasi;

melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tata
kelola dalam bidang pengelolaan data dan informasi,
sistem informasi, infrastruktur teknologi informasi dan
komunikasi, serta keamanan informasi;

melaksanakan literasi digital bagi pegawai dalam bidang
pengelolaan data dan informasi, sistem informasi,
infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta
keamanan informasi;

menyusun kebijakan dan/atau rancangan kebijakan
dalam rangka pelaksanaan rincian tugas unit organisasi;
melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen
Pusat; dan

melaksanakan pembinaan KJF dan KJP di lingkungan
Pusat.
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Bagian Kedua
Pusjar SKTAN

Paragraf 1
Rincian Tugas dan Wilayah Layanan Pusjar SKTAN

Pasal 41

Rincian tugas Pusjar SKTAN:

a.

e

melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja,
program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Pusat;
melaksanakan penyusunan dan penetapan kebijakan
teknis operasional di lingkungan Pusat;

melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan Pusat;
melaksanakan pengendalian kegiatan di lingkungan
Pusat;

menyelenggarakan pelatihan struktural kepemimpinan

pratama, pelatihan struktural kepemimpinan
administrator, dan pelatihan struktural kepemimpinan
pengawas;

menyelenggarakan pelatihan dasar CPNS, pelatihan sosial
kultural, pelatihan teknis, dan pelatihan fungsional;
melaksanakan penilaian kompetensi dan penyusunan
standar kompetensi jabatan;

melaksanakan analisis strategi peningkatan kualitas
kebijakan di bidang talenta ASN Nasional;

melaksanakan pengelolaan pemanfaatan data dan
informasi pembelajaran dan strategi kebijakan talenta
ASN Nasional,

melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan
administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan,
sumber daya manusia, kehumasan, keprotokolan,

kerumahtanggaan, kearsipan, kepustakaan, dan
dokumentasi di lingkungan Pusat;
memberikan rekomendasi pemberian izin

penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan,
pelatihan dasar CPNS, dan pelatihan sosial kultural bagi
Lembaga  penyelenggara  pelatihan yang  belum
terakreditasi/habis masa akreditasinya berdasarkan atas
persetujuan/disposisi Kepala LAN;

melaksanakan penjaminan mutu penyelenggaraan
pelatihan struktural kepemimpinan, pelatihan dasar
CPNS, dan pelatihan sosial kultural bagi Lembaga
penyelenggara pelatihan yang belum terakreditasi/habis
masa akreditasinya berdasarkan atas
persetujuan/disposisi Kepala LAN;

menyusun kebijakan dan/atau rancangan kebijakan
dalam rangka pelaksanaan rincian tugas unit organisasi;
melaksanakan konsultasi, advokasi, asistensi, dan kerja
sama sesuai dengan bidang tugasnya;

melaksanakan  penyusunan laporan  pelaksanaan
pembelajaran dan strategi kebijakan talenta ASN
nasional;

melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen
Pusat; dan
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q- melaksanakan pembinaan KJF dan KJP di lingkungan

Pusat.
Pasal 42
Wilayah layanan Pusjar SKTAN meliputi
provinsi/kabupaten/kota di Sumatera Selatan, Lampung,
Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa

Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa
Tenggara Timur, dan/atau wilayah lain berdasarkan
penugasan dan/atau persetujuan tertulis dari Kepala LAN.

Paragraf 2
Rincian Tugas Bagian Umum Pusjar SKTAN

Pasal 43

Rincian tugas Bagian Umum:

a. melaksanakan penyiapan rencana, program, kegiatan,
sasaran dan anggaran Pusat;

b. melaksanakan penyiapan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan
anggaran di lingkungan Pusat;

c. melaksanakan pengelolaan perencanaan dan
penganggaran,;

d. melaksanakan pengelolaan keuangan;

e. melaksanakan penyiapan dan pengelolaan bahan di
bidang hukum dan ketatalaksanaan;

f.  melaksanakan pelayanan keprotokolan dan kehumasan;

g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan persuratan;

h. melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan
kepustakaan;

i.  melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia;

j- melaksanakan  pelayanan  kerumahtanggaan dan

pengelolaan kampus;

k. melaksanakan pengelolaan pengadaan barang/jasa
pemerintah dan BMN;

l. melaksanakan penyiapan bahan konsultasi, advokasi,
asistensi, dan kerja sama di lingkungan Pusat;

m. melaksanakan penyiapan pengelolaan sistem dan layanan
informasi di lingkungan Pusat; dan

n. melaksanakan penyiapan laporan di lingkungan Pusat.

Bagian Ketiga
Pusjar SKMP

Paragraf 1
Rincian Tugas dan Wilayah Layanan Pusjar SKMP

Pasal 44
Rincian tugas Pusjar SKMP:
a. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana Kkerja,
program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Pusat;
b. melaksanakan penyusunan dan penetapan kebijakan
teknis operasional di lingkungan Pusat;
c. melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan Pusat;
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d. melaksanakan pengendalian kegiatan di lingkungan
Pusat;

e. menyelenggarakan pelatihan struktural kepemimpinan
pratama, pelatihan struktural kepemimpinan
administrator, dan pelatihan struktural kepemimpinan
pengawas;

f.  menyelenggarakan pelatihan CPNS, pelatihan sosial
kultural, pelatihan teknis dan pelatihan fungsional;

g. melaksanakan pemantauan evaluasi pelaksanaan
kebijakan teknis terkait tugas dan fungsi LAN di instansi
pemerintah yang menjadi lingkup wilayah pelayanannya;

h. melaksanakan pemetaan kompetensi dan kapasitas ASN
dengan penjaminan mutu dari Pusjar SKTASN;

i.  mengoordinasikan dan memberikan dukungan teknis
pelaksanaan tugas Balai di Makassar;
j- melaksanakan analisis strategi peningkatan kualitas

kebijakan di bidang manajemen pemerintahan,;

k. melaksanakan pengembangan kapasitas di bidang
manajemen pemerintahan;

l.  melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan data dan
informasi  pembelajaran dan  strategi  kebijakan
manajemen pemerintahan;

m. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan
administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan,
sumber daya manusia, kehumasan, keprotokolan,

kerumahtanggaan, kearsipan, kepustakaan, dan
dokumentasi di lingkungan Pusat;
n. memberikan rekomendasi pemberian izin

penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan,
pelatihan dasar CPNS, dan pelatihan sosial kultural bagi
lembaga  penyelenggara  pelatihan yang  belum
terakreditasi/habis masa akreditasinya berdasarkan atas
persetujuan/disposisi Kepala LAN;

o. melaksanakan penjaminan mutu penyelenggaraan
pelatihan struktural kepemimpinan dan pelatihan dasar
CPNS bagi lembaga penyelenggara pelatihan yang belum
terakreditasi/habis masa akreditasinya berdasarkan atas
persetujuan/disposisi Kepala LAN;

p. menyusun kebijakan dan/atau rancangan kebijakan
dalam rangka pelaksanaan rincian tugas unit organisasi;

q- melaksanakan konsultasi, advokasi, asistensi, dan kerja
sama sesuai dengan bidang tugasnya;

r. melaksanakan penyusunan laporan  pelaksanaan
pembelajaran dan strategi kebijakan manajemen
pemerintahan;

s. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen
Pusat; dan

t. melaksanakan pembinaan KJF dan KJP di lingkungan
Pusat.

Pasal 45
Wilayah layanan Pusjar SKMP meliputi
provinsi/kabupaten/kota di Sulawesi, Maluku, Papua,
dan/atau wilayah lain berdasarkan penugasan dan/atau
persetujuan tertulis dari Kepala LAN.
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Paragraf 2
Rincian Tugas Bagian Umum Pusjar SKMP

Pasal 46

Rincian tugas Bagian Umum:

a.

b.

melaksanakan penyiapan rencana, program, kegiatan,
sasaran dan anggaran Pusat;

melaksanakan penyiapan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan
anggaran di lingkungan Pusat;

melaksanakan pengelolaan perencanaan dan
penganggaran;

melaksanakan pengelolaan keuangan,;

melaksanakan penyiapan dan pengelolaan bahan di
bidang hukum dan ketatalaksanaan;

melaksanakan pelayanan keprotokolan dan kehumasan;
melaksanakan pengelolaan kearsipan dan persuratan;
melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan
kepustakaan;

melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia;
melaksanakan  pelayanan  kerumahtanggaan  dan
pengelolaan kampus;

melaksanakan pengelolaan pengadaan barang/jasa
pemerintah dan BMN;

melaksanakan penyiapan bahan konsultasi, advokasi,
asistensi, dan kerja sama di lingkungan Pusat;
melaksanakan penyiapan pengelolaan sistem dan layanan
informasi di lingkungan Pusat; dan

melaksanakan penyiapan laporan di lingkungan Pusat.

Bagian Keempat
Pusjar SKPP

Paragraf 1
Rincian Tugas dan Wilayah Layanan Pusjar SKPP

Pasal 47

Rincian tugas Pusjar SKPP:

a.

e

melaksanakan koordinasi penyusunan rencana Kkerja,
program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Pusat;
melaksanakan penyusunan dan penetapan kebijakan
teknis operasional di lingkungan Pusat;

melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan Pusat;
melaksanakan pengendalian kegiatan di lingkungan
Pusat;

menyelenggarakan pelatihan struktural kepemimpinan

pratama, pelatihan struktural kepemimpinan
administrator, dan pelatihan struktural kepemimpinan
pengawas;

menyelenggarakan pelatihan dasar CPNS pelatihan sosial
kultural, pelatihan teknis, dan pelatihan fungsional;
melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan teknis terkait tugas dan fungsi LAN di instansi
pemerintah yang menjadi lingkup pelayanannya;
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melaksanakan analisis strategi peningkatan kualitas
kebijakan di bidang kebijakan pelayanan publik;
melaksanakan pengembangan kapasitas di bidang
kebijakan pelayanan publik;

melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan data dan
informasi pembelajaran dan strategi kebijakan pelayanan
publik;

melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan
administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan,
sumber daya manusia, kehumasan, keprotokolan,
kerumahtanggaan, kearsipan, kepustakaan, dan
dokumentasi di lingkungan Pusat;

memberikan rekomendasi pemberian izin
penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan,
pelatihan dasar CPNS, dan pelatihan sosial kultural bagi
lembaga  penyelenggara  pelatihan yang  belum
terakreditasi/habis masa akreditasinya berdasarkan atas
persetujuan/disposisi Kepala LAN;

melaksanakan penjaminan mutu penyelenggaraan
pelatihan struktural kepemimpinan, pelatihan dasar
CPNS, dan pelatihan sosial kultural bagi lembaga
penyelenggara pelatihan yang belum terakreditasi/habis
masa akreditasinya berdasarkan atas
persetujuan/disposisi Kepala LAN;

menyusun kebijakan dan/atau rancangan kebijakan
dalam rangka pelaksanaan rincian tugas unit organisasi;
melaksanakan konsultasi, advokasi, asistensi, dan kerja
sama sesuai dengan bidang tugasnya;

melaksanakan  penyusunan laporan  pelaksanaan
pembelajaran dan strategi kebijakan pelayanan publik;
melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen
Pusat; dan

melaksanakan pembinaan KJF dan KJP di lingkungan
Pusat.

Pasal 48

Wilayah layanan Pusjar SKPP meliputi
provinsi/kabupaten/kota di Kalimantan dan/atau wilayah lain
berdasarkan penugasan dan/atau persetujuan tertulis dari
Kepala LAN.

Paragraf 2
Rincian Tugas Bagian Umum Pusjar SKPP

Pasal 49

Rincian tugas Bagian Umum:

a.

b.

melaksanakan penyiapan rencana, program, kegiatan,
sasaran dan anggaran Pusat;

melaksanakan penyiapan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan
anggaran di lingkungan Pusat;

melaksanakan pengelolaan perencanaan dan
penganggaran;

melaksanakan pengelolaan keuangan;
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melaksanakan penyiapan dan pengelolaan bahan di
bidang hukum dan ketatalaksanaan,;

melaksanakan pelayanan keprotokolan dan kehumasan;
melaksanakan pengelolaan kearsipan dan persuratan;
melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan
kepustakaan;

melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia;
melaksanakan  pelayanan  kerumahtanggaan  dan
pengelolaan kampus;

melaksanakan pengelolaan pengadaan barang/jasa
pemerintah dan BMN;

melaksanakan penyiapan bahan konsultasi, advokasi,
asistensi, dan kerja sama di lingkungan Pusat;
melaksanakan penyiapan pengelolaan sistem dan layanan
informasi di lingkungan Pusat; dan

melaksanakan penyiapan laporan di lingkungan Pusat.

Bagian Kelima
Pusjar SKMK

Paragraf 1
Rincian Tugas dan Wilayah Layanan Pusjar SKMK

Pasal 50

Rincian tugas Pusjar SKMK:

a.

R o

melaksanakan koordinasi penyusunan rencana Kkerja,
program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Pusat;
melaksanakan penyusunan dan penetapan kebijakan
teknis operasional di lingkungan Pusat;

melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan Pusat;
melaksanakan pengendalian kegiatan di lingkungan
Pusat;

menyelenggarakan pelatihan struktural kepemimpinan
pratama, pelatihan struktural kepemimpinan
administrator, dan pelatihan struktural kepemimpinan
pengawas;

menyelenggarakan pelatihan dasar calon pegawai negeri
sipil, pelatihan sosial kultural, pelatihan teknis, dan
pelatihan fungsional,

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan teknis terkait tugas dan fungsi LAN di instansi
pemerintah yang menjadi lingkup wilayah pelayanannya;
melaksanakan analisis strategi peningkatan kualitas
kebijakan di bidang manajemen kinerja;

melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan data dan
informasi  pembelajaran dan  strategi  kebijakan
manajemen kinerja;

melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan
administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan,
sumber daya manusia, kehumasan, keprotokolan,

kerumahtanggaan, kearsipan, kepustakaan, dan
dokumentasi di lingkungan Pusat;
memberikan rekomendasi pemberian izin

penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan,
pelatihan dasar CPNS, dan pelatihan sosial kultural bagi
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lembaga  penyelenggara  pelatihan yang  belum
terakreditasi /habis masa akreditasinya berdasarkan atas
persetujuan/disposisi Kepala LAN;

l.  melaksanakan penjaminan mutu penyelenggaraan
pelatihan struktural kepemimpinan, pelatihan dasar
CPNS, dan pelatihan sosial kultural bagi lembaga
penyelenggara pelatihan yang belum terakreditasi/habis
masa akreditasinya berdasarkan atas
persetujuan/disposisi Kepala LAN;

m. menyusun kebijakan dan/atau rancangan kebijakan
dalam rangka pelaksanaan rincian tugas unit organisasi,

n. melaksanakan konsultasi, advokasi, asistensi, dan kerja
sama sesuai dengan bidang tugasnya;

o. melaksanakan penyusunan laporan = pelaksanaan
pembelajaran dan strategi kebijakan manajemen kinerja;

p. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen
Pusat; dan

q. melaksanakan pembinaan KJF dan KJP di lingkungan
Pusat.

Pasal 51
Wilayah layanan Pusjar SKMK meliputi
provinsi/kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera
Barat, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung,
Bengkulu, dan/atau wilayah lain berdasarkan penugasan
dan/atau persetujuan tertulis dari Kepala LAN.

Paragraf 2
Rincian Tugas Bagian Umum Pusjar SKMK

Pasal 52

Rincian tugas Bagian Umum:

a. melaksanakan penyiapan rencana, program, kegiatan,
sasaran dan anggaran Pusat;

b. melaksanakan penyiapan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan
anggaran di lingkungan Pusat;

c. melaksanakan pengelolaan perencanaan dan
penganggaran,;

d. melaksanakan pengelolaan keuangan;

e. melaksanakan penyiapan dan pengelolaan bahan di
bidang hukum dan ketatalaksanaan;

f.  melaksanakan penyiapan pelayanan keprotokolan dan

kehumasan;

g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan persuratan;

h. melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan
kepustakaan;

i.  melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia;

j- melaksanakan  pelayanan  kerumahtanggaan  dan

pengelolaan kampus;

k. melaksanakan pengelolaan pengadaan barang/jasa
pemerintah dan BMN;

1.  melaksanakan penyiapan bahan konsultasi, advokasi,
asistensi, dan kerja sama di lingkungan Pusat;
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melaksanakan penyiapan pengelolaan sistem dan layanan
informasi di lingkungan Pusat; dan
melaksanakan penyiapan laporan di lingkungan Pusat.

BAB IX
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Bagian Kesatu
Poltek STIA LAN

Pasal 53

Rincian tugas Poltek STIA LAN:

a.

m.

melaksanakan koordinasi penyusunan rencana
kerja, program, kegiatan, dan anggaran di
lingkungan Poltek STIA LAN;

melaksanakan penyusunan dan penetapan
kebijakan teknis operasional di lingkungan Poltek
STIA LAN;

melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan
Poltek STIA LAN;

melaksanakan pengendalian kegiatan di lingkungan
Poltek STIA LAN;

menyelenggarakan pendidikan vokasi dan
pendidikan profesi di bidang administrasi yang
berkualitas untuk  meningkatkan kapasitas
penyelenggara pemerintahan dan pembangunan;
menyelenggarakan penelitian dan pengembangan
yang inovatif dan berkualitas untuk mendukung
efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan;
menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat
yang berkualitas untuk meningkatkan kapasitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
menyelenggarakan dan mengembangkan tata kelola
yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan
berkeadilan;

menyusun kebijakan dan/atau rancangan kebijakan
dalam rangka pelaksanaan rincian tugas unit
organisasi;

melaksanakan konsultasi, advokasi, asistensi, dan
kerja sama sesuai dengan bidang tugasnya;
melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan
kegiatan di lingkungan Poltek STIA LAN;
melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan
dokumen Poltek STIA LAN; dan

melaksanakan pembinaan KJF dan KJP di
lingkungan Poltek STIA LAN.

Selain rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Poltek STIA LAN mempunyai tugas sebagaimana diatur
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai Poltek STIA LAN dan statuta Poltek
STIA LAN.
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Bagian Kedua
Balai

Pasal 54

Rincian tugas Balai :

a.

e

(1)

(2)

(3)

melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja,
program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Balai;
melaksanakan penyusunan dan penetapan kebijakan
teknis operasional di lingkungan Balai;

melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan Balai;
melaksanakan pengendalian kegiatan di lingkungan
Balai;

melaksanakan penilaian potensi dan kompetensi;
melaksanakan pemberian umpan balik hasil penilaian
potensi dan penilaian kompetensi;

melaksanakan penyusunan instrumen penilaian potensi
dan penilaian kompetensi;

melaksanakan kerja sama di bidang penilaian potensi dan
penilaian kompetensi dan kapasitas sumber daya
manusia aparatur;

melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan
penilaian potensi dan penilaian kompetensi serta
kapasitas sumber daya manusia aparatur;

menyusun kebijakan dan/atau rancangan kebijakan
dalam rangka pelaksanaan rincian tugas unit organisasi,
melaksanakan konsultasi, advokasi, asistensi, dan kerja
sama sesuai dengan bidang tugasnya,;

melaksanakan urusan keuangan, sumber daya manusia
aparatur, ketatausahaan, penatausahaan barang milik
negara/kekayaan negara, dan kerumahtanggaan;
melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen
Balai; dan

melaksanakan pembinaan KJF dan KJP di lingkungan
Balai.

Pasal 55
Wilayah layanan Balai di Jatinangor meliputi Sumatera
Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa
Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan/atau wilayah
lain berdasarkan penugasan dan/atau persetujuan
tertulis dari Kepala LAN.
Wilayah  layanan Balai di Makassar meliputi
provinsi/kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara,
Sumatera Barat, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Bangka
Belitung, Bengkulu, Kalimantan, Sulawesi, Maluku,
Papua, dan/atau wilayah lain berdasarkan penugasan
dan/atau persetujuan tertulis dari Kepala LAN.
Atas pertimbangan strategis dan efektivitas pelaksanaan
kegiatan, pembagian wilayah layanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disesuaikan
berdasarkan penugasan dan/atau persetujuan tertulis
dari Kepala LAN.
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BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56
Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala
Lembaga ini, Kepala LAN dapat memberikan penugasan lain
dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi LAN sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku:

a. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20
Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di
Lingkungan Lembaga Administrasi Negara; dan

b. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4
Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Unit Kerja dan
Koordinator serta Subkoordinator Jabatan Fungsional di
Lingkungan Lembaga Administrasi Negara,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58
Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal
disebarluaskan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
penyebarluasan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan
penempatannya dalam laman resmi LAN.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2025
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